
REPUBLIK INDONESIA 

PERJANJIAN 

ANT ARA 

REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

FEDERASI RUSIA 

TENT ANG 

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 

Republik Indonesia dan Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai "Para 
Pihak" 

MENGAKUI hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak, 

BERKEINGINAN memberikan kerangka hukum untuk kerja sama yang lebih 

efektif antara Para Pihak dalam memberantas kejahatan, 

BERMAKSUD untuk saling memberikan kerja sama yang seluas-luasnya 

dalam lingkup bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana melalui 

pembentukan Perjanjian ini, 

i - 

l - 

BERDASARKAN penghormatan kepada kedaulatan dan integritas wilayah, 1 , 

noninterferensi urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan, 

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut: 



Pasal 1 
Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum 

1. Para Pihak wajib, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan 

hukum timbal balik dalam masalah pidana (selanjutnya disebut sebagai 

"bantuan hukum"). 

2. Bantuan hukum diberikan sesuai dengan Perjanjian ini jika tindak pidana 

yang dimaksud, terkait dengan permintaan yang telah diajukan, dapat 

dipidana menurut hukum Para Pihak. Pihak Diminta dapat, menurut 

pertimbangannya sendiri, memberikan bantuan hukum juga dalam hal 

tindak pidana, yang terkait dengan permintaan bantuan hukum yang telah 

diterima, tidak dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang­ 

undangannya. 

3. Tujuan dari Perjanjian ini adalah secara eksklusif memberikan bantuan 

hukum dari satu Pihak ke Pihak lainnya. Ketentuan dari Perjanjian ini tidak 

akan menimbulkan hak bagi seseorang atau subyek hukum untuk 

memperoleh atau mengecualikan bukti lain atau untuk mencegah 

dilaksanakannya permintaan. 

4. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada otoritas berwenang dari satu 

Pihak untuk melaksanakan haknya di wilayah kekuasaan Pihak lain karena 

kewenangan tersebut secara eksklusif berada di Pihak lainnya. 

5. Perjanjian ini berlaku untuk permintaan bantuan hukum, yang diajukan 

setelah berlakunya Perjanjian ini termasuk perbuatan atau pembiaran yang 

dilakukan sebelum tanggal ini. 

6. Bantuan hukum juga dapat diberikan sehubungan dengan penyelidikan dan 

penyidikan, penuntutan atau proses hukum terkait tindak pidana di bidang 

perpajakan/fiskal dan bea cukai. 
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,� Pasal2 
Lingkup penerapan Perjanjian 

1. Bantuan hukum meliputi: 

a. penyampaian dokumen prosedural; 

b. pengambilan bukti; 

c. pencarian lokasi dan pengidentifikasian orang dan barang; 

d. permintaan kehadiran secara sukarela dari saksi, korban dan ahli di 

hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta; 

e. pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan atau 

narapidana untuk ikut dalam proses peradilan pidana di wilayah Pihak 

Peminta sebagai saksi dan korban atau untuk tujuan proses peradilan 

pidana lainnya yang disebutkan dalam permintaan; 
f. mengambil langkah-langkah untuk membekukan, menahan, menyita, 

dan merampas hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan tindak 

pidana; 
g. pemindahan dokumen, barang dan bukti lain; 

h. pemberian izin kepada perwakilan dari otoritas berwenang dari Pihak 

Peminta untuk hadir pada pelaksanaan permintaan; 

i. penggeledahan dan penyitaan; 

j. pemberian informasi, dokumen, dan benda; 
k. bantuan hukum lain sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak 

bertentangan dengan hukum Pihak Diminta. 
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2. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap: 
a. penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan mengekstradisi orang 

terse but; 

b. pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan 

c. Pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. 
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Pasal3 

Otoritas Pusat dan Otoritas Berwenang 

1. Dalam rangka menyediakan kerja sama yang baik antara Para Pihak dalam 

kerangka Perjanjian ini, maka perlu ditunjuk Otoritas Pusat bagi Para Pihak. 

Otoritas Pusat untuk Republik Indonesia adalah: 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Otoritas Pusat untuk Federasi Rusia adalah: 

Kementerian Kehakiman Federasi Rusia untuk permintaan terkait dengan 

proses persidangan di pengadilan Federasi Rusia; 

Kantor Jaksa Agung untuk segala bentuk tujuan lain dari pemberian 

bantuan hukum. 

2. Otoritas berwenang adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh 

masing-masing Pihak untuk melaksanakan bantuan hukum yang diminta. 
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3. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain melalui saluran , 

diplomatik apabila terdapat perubahan Otoritas Pusat dan otoritas •. , 
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berwenangnya. 

4. Otoritas Pusat dari Para Pihak harus langsung mengirimkan dan menerima 

semua permintaan bantuan hukum yang diatur dalam Perjanjian ini dan 

memberikan tanggapannya kepada mereka. 

5. Otoritas Pusat Para Pihak harus melaksanakan permintaan bantuan hukum 

secara langsung atau mengirimkan kepada otoritas berwenang untuk 

melaksanakannya. 

Apabila Otoritas Pusat meneruskan permintaan untuk melaksanakan bantuan 

kepada otoritas berwenang, maka Otoritas Pusat harus memastikan 

pelaksanaan permintaan yang cepat dan tepat oleh otoritas berwenang 

terse but. 
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tJ elektronik atau jenis komunikasi lainnya, dan permintaan asli harus segera 

disampaikan setelahnya oleh Pihak Peminta. Pihak Diminta harus 

memberitahu Pihak Peminta tentang hasil pelaksanaan permintaan hanya 

setelah permintaan asli diterima. 

Pasal4 
Bentuk dan isi permintaan 

2. Pihak Diminta harus segera menerima permintaan bantuan pada saat 

penyampaian permintaannya dilakukan melalui teleks, faksimili, surat 

1. Permintaan bantuan hukum harus dilakukan secara tertulis. 
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3. Permintaan bantuan hukum harus mencakup: 

a. nama otoritas berwenang yang meminta bantuan hukum; 

b. tujuan permintaan dan deskripsi bantuan hukum yang diminta; 

c. uraian tindak pidana yang terkait dengan permintaan, penyelidikan dan 

penyidikan, atau proses hukum yang dilakukan, jenis tindak pidana, 
salinan aturan hukum yang berlaku, yang kejahatannya dapat dikenai 

sanksi pidana, dan juga jika memungkinkan sifat dan tingkat kerugian 

akibat tindak pidana ini; 

d. alasan penggunaan dan deskripsi prosedur tertentu yang diminta oleh 

Pihak Peminta untuk diikuti dalam pelaksanaan permintaan; 

e. identitas orang-orang yang menjadi subyek permintaan, penyelidikan 

dan penyidikan atau proses hukum; 

f. batas waktu pemenuhan permintaan tersebut yang diinginkan oleh Pihak 

Peminta; 
g. identitas, termasuk nama lengkap, nama keluarga (nama tengah) dan 

alamat dan juga, jika memungkinkan, nomor telepon dari orang-orang 

yang akan diberi tahu dan hubungannya dengan penyelidikan dan 

penyidikan atau proses hukum yang sedang berjalan; 

h. indikasi lokasi dan deskripsi tempat, di mana pemeriksaan dan 
penggeledahan diperlukan, dan barang yang akan disita; 

i. pertanyaan yang akan diajukan untuk mengumpulkan bukti di Pihak 

Diminta; 
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j. apabila terdapat indikasi bahwa kehadiran perwakilan dari otoritas yang 

berwenang dari Pihak Peminta diperlukan, nama lengkap dan jabatan 

serta alasan kehadiran mereka; 

k. kebutuhan, jika ada, untuk merahasiakan fakta bahwa permintaan 

tersebut diterima terkait isinya dan/atau tindakan yang dilakukan 
sehubungan dengan permintaan tersebut; 

I. informasi lain yang mungkin berguna bagi Pihak Diminta untuk 

melaksanakan permintaan tersebut. 

4. Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang terdapat 

dalam permintaan tersebut tidak cukup untuk pelaksanaannya, Pihak 

tersebut dapat meminta informasi tambahan. 

Pasal5 

Bahasa 

Permintaan bantuan hukum, dokumen pendukungnya, dan informasi tambahan 

yang diteruskan sesuai dengan Perjanjian ini harus disertai dengan terjemahan 

ke dalam bahasa Pihak Diminta, atau sesuai dengan persetujuan awal Otoritas 

Pusat Para Pihak, ke dalam bahasa lnggris. Prosedur yang sama harus 
diterapkan pada dokumen dan informasi yang diteruskan untuk menanggapi 

permintaan tersebut. 

Pasal6 

Penolakan atau penundaan permintaan 

1. Bantuan hukum harus ditolak jika: 

a. pelaksanaan permintaan akan mengganggu kedaulatan, keamanan, 

ketertiban umum atau kepentingan dasar lain Pihak Diminta; 

b. pelaksanaan permintaan bertentangan dengan hukum Pihak Diminta 

atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; 

c. permintaan berkaitan dengan tindak pidana di Pihak Peminta yang 

tersangkanya telah dihukum atau dibebaskan di Pihak Diminta untuk 

tindak pidana yang sama, atau yang telah melewati batas waktu; 
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d. permintaan berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum militer 

yang bukan merupakan kejahatan dalam hukum pidana umum; 

e. Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa 

permintaan yang diajukan untuk menuntut orang atas dasar ras, gender, 

kepercayaan, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik, atau 

jabatan orang yang disangkakan karena alasan-alasan dimaksud. 

2. Kerahasiaan bank atau kerahasiaan perpajakan tidak dapat dijadikan 

sebagai alasan mutlak untuk menolak pemenuhan bantuan hukum. 

3. Bantuan hukum dapat ditunda atau ditolak oleh Pihak Diminta jika 

pelaksanaan permintaan akan membahayakan atau menghambat 

penyelidikan dan penyidikan atau proses hukum yang tengah berjalan di 

wilayah Pihak Diminta. 

4. Sebelum memutuskan untuk menunda atau menolak pelaksanaan 

permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan 

hukum dapat diberikan berdasarkan kondisi tertentu, yang dianggap perlu. 

Apabila Pihak Peminta menerima bantuan hukum berdasarkan kondisi ini, 

Pihak Peminta wajib mematuhinya. 

5. Jika Pihak Diminta memutuskan untuk menunda pelaksanaan, atau 

menolak pemenuhan permintaan, Pihak Diminta harus segera 

menginformasikan kepada Pihak Peminta melalui Otoritas Pusat beserta 

alasan keputusannya. 

Pasal7 
Keabsahan Dokumen 

1. Dokumen yang dikirim berdasarkan perjanjian ini dan disahkan dengan 

stempel otoritas berwenang atau Otoritas Pusat Pihak pengirim dapat 

diterima sebagai bukti tanpa pengesahan atau bentuk sertifikasi lain. 
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2. Atas permintaan Pihak Peminta, dokumen yang dikirimkan dalam cakupan 

Perjanjian ini, dapat disertifikasi dalam bentuk lain, sebagaimana tercantum 

dalam permintaan yang disampaikan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum Pihak Diminta. 

3. Untuk tujuan Perjanjian ini, dokumen yang dianggap resmi dalam wilayah 

salah satu Pihak harus dianggap sama seperti di wilayah Pihak lainnya. 

Pasal8 
Kerahasiaan dan pembatasan penggunaan informasi 

1. Pihak Diminta berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Pihak Peminta harus 

merahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atas 

fakta penerimaan permintaan bantuan hukum, konten, atau tindakan lain 

yang diambil berdasarkan permintaan kecuali kondisi saat pelanggaran 

kerahasiaan permintaan diperlukan untuk pelaksanaan permintaan. 

Apabila pelaksanaan permintaan perlu mengecualikan batasan 

kerahasiaan, Pihak Diminta harus secara tertulis meminta persetujuan dari 

Pihak Peminta, yang tanpanya permintaan tidak dapat dilaksanakan. 

2. Pihak Peminta tidak menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh 

berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak 

Diminta untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan bantuan 

hukum. 

3. Dalam hal Pihak Peminta perlu membuka dan menggunakan seluruh atau 

sebagian informasi atau bukti untuk tujuan selain yang tercantum dalam 

permintaan, Pihak Peminta harus meminta persetujuan Pihak Diminta yang 

dapat menerima atau menolak seluruh atau sebagian persetujuan tersebut, 

jika memungkinkan. 
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Pasal9 
Pelaksanaan permintaan bantuan hukum 

1. Permintaan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum Pihak 

Diminta dan ketentuan dalam Perjanjian ini. 

Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta harus memberikan bantuan 

hukum dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur khusus yang tercantum 

dalam permintaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Pihak 

Diminta. 

2. Apabila Pihak Peminta meminta kehadiran perwakilan otoritas 

berwenangnya dalam pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta akan 

menginformasikan keputusannya kepada Pihak Peminta. Apabila setuju, 

Pihak Peminta akan diinformasikan sebelumnya terkait waktu dan tempat 

pelaksanaan permintaan. 

3. Otoritas Pusat Pihak Diminta akan mengirimkan informasi dan bukti yang 
diterima sesuai permintaan dengan tepat waktu kepada Otoritas Pusat 

Pihak Peminta. 

4. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan permintaan secara penuh 

atau sebagian, Otoritas Pusat Pihak Diminta akan segera 

menginformasikan Otoritas Pusat Pihak Peminta atas ketidakmungkinan 

tersebut beserta alasannya. 

Pasal10 
Penyampaian Dokumen 

1. Berdasarkan permintaan bantuan hukum, Otoritas Pusat Pihak Diminta 

harus segera melaksanakan atau mengatur penyampaian dokumen 

prosedural. 
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Pasal 11 

Pengambilan bukti di tempat Pihak Diminta 

Peminta dalam jangka waktu yang wajar, sebelum respons atau kehadiran 

yang telah dijadwalkan. 

2. Pihak Peminta harus mengirimkan permintaan untuk menyampaikan 

dokumen berkenaan dengan respons atau kehadiran di wilayah Pihak 

3. Pelaksanaan permintaan tersebut harus dikonfirmasi dengan dokumen 

penyampaian yang mencantumkan tanggal dan tanda tangan orang yang 

dituju atau pernyataan otoritas berwenang Pihak Diminta, dengan 

konfirmasi, tanggal, dan cara penyampaiannya. Pihak Peminta harus 

segera diinformasikan mengenai penyampaian dokumen tersebut. 

1. Sesuai dengan hukumnya, Pihak Diminta dalam wilayahnya harus 

mengambil keterangan saksi, korban, dan ahli atau menghasilkan 

dokumen, benda dan bukti yang dinyatakan dalam permintaan dan 

mengirimkannya kepada Pihak Peminta. 
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2. Perwakilan otoritas berwenang Pihak Peminta yang hadir dalam 

pelaksanaan permintaan harus diizinkan untuk menyusun pertanyaan yang 

akan diajukan kepada orang yang dimaksud melalui perwakilan otoritas 

berwenang Pihak Diminta. 
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3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diterapkan oleh 

Pihak Diminta berkaitan dengan setiap dokumen dan barang yang akan i , 

! 
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1; 

dikirimkan, termasuk persyaratan pelindungan kepentingan pihak ketiga 

atas setiap dokumen dan barang tersebut. 

4. Berdasarkan permintaan Pihak Diminta, Pihak Peminta harus, sesegera 

mungkin, mengembalikan dokumen dan benda asli yang dikirim 

berdasarkan ayat 1 dalam Pasal ini. 
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Pemberian informasi, dokumen dan barang 

r,' 
1. Pihak Diminta harus memberikan kepada Pihak Peminta salinan dokumen 

dan informasi dari otoritas Pemerintahan, yang dapat diakses publik 

berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta. 
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2. Pihak Diminta dapat, berdasarkan hukumnya, memberikan kepada Pihak 

Peminta informasi, dokumen dan barang milik lembaga atau instansi 

pemerintah yang tidak terbuka untuk publik, dengan dan berdasarkan 

persyaratan yang sama sebagaimana bagi lembaga penegak hukum dan 

peradilan Pihak Diminta. 

Pasal13 
Penggeledahan dan Penyitaan 

1. Pihak Diminta harus, selama diizinkan berdasarkan hukumnya, 

melaksanakan permintaan untuk menggeledah, menyita, dan mengirimkan 

bahan ke Pihak Peminta yang berkaitan dengan suatu penyelidikan dan 

penyidikan atau proses hukum lain untuk masalah pidana yang tertunda di 

Pihak Peminta, sepanjang permintaan itu mencakup informasi yang cukup 

untuk membenarkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum Pihak 

Diminta. 
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2. Pihak Diminta harus memberikan informasi tersebut sebagaimana diminta 

oleh Pihak Peminta mengenai hasil dari setiap penggeledahan, tempat 

penyitaan, keadaan penyitaan, dan penahanan selanjutnya dari bahan yang [ 
disita. 1 · 

Ii 
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3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang diberlakukan oleh 

Pihak Diminta dalam hubungannya dengan bahan yang disita yang 

dikirimkan kepada Pihak Peminta. 
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Pasal15 
Permintaan untuk menghadirkan saksi, korban, dan ahli di wilayah Pihak 

Peminta 

Pasal 14 
Lokasi dan identifikasi orang dan barang 

Otoritas berwenang Pihak Diminta harus menggunakan upaya terbaiknya 

sebagaimana ditentukan oleh hukumnya untuk memastikan lokasi dan identitas 

orang dan barang yang disebutkan dalam permintaan. 

3. Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut tidak mengandung 

ancaman penggunaan tindakan pemaksaan atau ancaman hukuman 

apabila orang tersebut tidak hadir di wilayah Pihak Peminta 

2. Permintaan untuk menghadirkan orang tersebut harus berisi informasi 

mengenai syarat dan ketentuan untuk menanggung biaya dan pengeluaran 

terkait dengan kehadiran orang yang dipanggil serta daftar jaminan yang 

akan diberikan kepada orang tersebut berdasarkan Pasal 16 Perjanjian ini. 

1. Apabila Pihak Peminta mengajukan permintaan menghadirkan orang untuk 

menghasilkan bukti, melakukan pemeriksaan ahli, atau tindakan prosedural 

lain dalam wilayahnya, Pihak Diminta harus memberitahukan orang yang 

diminta tersebut untuk menghadap otoritas berwenang Pihak Peminta. 

I! 
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4. Orang yang dipanggil akan memutuskan untuk hadir secara sukarela. 

Otoritas Pusat Pihak Diminta harus segera memberitahukan kesediaan dari 

orang tersebut kepada Otoritas Pusat Pihak Peminta. 
: 

Pasal 16 

Tindakan jaminan keselamatan 

1. Seseorang yang hadir di hadapan otoritas berwenang Pihak Peminta 

terlepas dari kewarganegaraannya tidak dikenai tuntutan pidana atau 

' 
'· i 
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tanggung jawab administratif, ditahan, atau dikenai pembatasan lainnya 

atas kebebasan pribadi atau hukuman di wilayah Pihak Peminta atas setiap 

tindakan yang dilakukan sebelum orang tersebut masuk ke dalam wilayah 

Pihak Peminta . 
. l 

i 
; 

2. Orang yang dipanggil tersebut akan kehilangan hak untuk tidak diganggu 

gugat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini apabila orang 

tersebut meskipun setelah bebas untuk pergi meninggalkan wilayah Pihak 

Peminta, tetapi tidak meninggalkan wilayah Pihak Peminta dalam waktu 15 

(lima belas) hari setelah diberitahukan secara tertulis bahwa kehadiran 

orang tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh otoritas berwenang yang 

relevan atau, telah meninggalkan wilayah Pihak Peminta, tetapi kembali 

secara sukarela. 

3. Orang yang dipanggil tersebut tidak dipaksa untuk memberikan bukti untuk 

kasus selain dari yang dinyatakan dalam permintaan. 
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Pasal 17 

Pemindahan sementara orang yang berada dalam tahanan 
(termasuk narapidana) 

1. Seseorang yang berada dalam tahanan (termasuk narapidana) terlepas 

dari kewarganegaraannya, dengan persetujuan dari Otoritas Pusat Pihak 

Diminta dapat dipindahkan sementara waktu ke Pihak Peminta untuk 

memberikan kesaksian sebagai saksi atau korban atau untuk membantu 

dalam proses lainnya yang disebutkan dalam permintaan dengan ketentuan 

bahwa orang tersebut dikembalikan kepada Pihak Diminta dalam jangka 

waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta. 

2. Jangka waktu awal untuk orang tersebut dipindahkan tidak lebih dari 90 

hari. Atas permintaan dari Otoritas Pusat Pihak Peminta, berdasarkan 

alasan yang kuat, jangka waktu tinggal dari orang yang dipindahkan 

tersebut dapat diperpanjang oleh Otoritas Pusat Pihak Diminta. 
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3. Perintah dan persyaratan mengenai pemindahan dan pengembalian orang 

tersebut harus dikoordinasikan oleh Otoritas Pusat para pihak. 

4. Pemindahan orang ditolak: 

a. apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak 

memberikan persetujuan secara tertulis terkait pemindahan ini; 

b. apabila partisipasi orang tersebut diperlukan dalam proses pidana di 

wilayah Pihak Diminta; 

c. apabila pemindahan memperpanjang masa tahanan (janqka waktu 

pemenjaraan) orang tersebut. 

5. Pihak Peminta harus menahan orang yang dipindahkan dalam tahanan ·i 

sepanjang keputusan otoritas berwenang Pihak Peminta untuk menahan : � 

orang tersebut masih berlaku. Dalam hal dilepasnya orang dalam tahanan 

tersebut atas keputusan Pihak Diminta, Pihak Peminta akan melaksanakan -� 

ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Perjanjian ini yang berkaitan dengan orang 

terse but. 

6. Jangka waktu pemindahan orang di luar wilayah Pihak Diminta dianggap 

sebagai bagian dari penahanan (termasuk pelaksanaan hukuman penjara). 

: 
; 

7. Apabila seseorang dalam tahanan (termasuk narapidana) tidak setuju untuk 

hadir di hadapan Pihak Peminta karena alasan tertentu tidak dikenai upaya ' ..., 

paksa atau hukuman apapun. 

Pasal 18 

Pelindungan orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke 
wilayah Pihak Peminta 

Apabila diperlukan, Pihak Peminta harus memberikan pelindungan terhadap 

orang yang hadir atas permintaan atau pemindahan ke wilayahnya sesuai 

dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini. 
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Pasal19 
Kasus khusus pemberian bantuan hukum 

Pasal20 
Pelaksanaan tindakan pembekuan, penyitaan, penahanan, dan 

perampasan hasil tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak 
pidana 

1. Para Pihak, sesuai dengan hukumnya masing-masing, harus saling 

membantu dalam menelusuri, membekukan, menyita, menahan, dan 

merampas hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana. 

Untuk tujuan dari Perjanjian ini, "hasil tindak pidana" adalah harta kekayaan 
termasuk dana moneter atau kekayaan lainnya yang berasal dari tindak 

pidana, secara langsung atau tidak langsung, pendapatan, atau 

keuntungan lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut atau harta 

kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dikonversi 

atau diubah, atau harta kekayaan yang bercampur dengan hasil tindak 

pidana. 

I 
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Pihak Diminta harus menyerahkan ringkasan berkas perkara pidana dan/atau , 

dokumen dan benda terkait dengan kasus tersebut yang diperlukan untuk 
penyelidikan dan penyidikan dan/atau proses hukum apabila diminta, jika 

otoritas berwenang dapat menerimanya dalam kasus yang serupa, kecuali 

dokumen atau benda yang berisi rahasia Negara. 

l 
I 2. Pihak Diminta harus, atas permintaan, berusaha untuk memastikan adanya 

: I hasil atau instrumen tindak pidana berada di wilayah yurisdiksinya, 

memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Peminta dan 

mengambil tindakan untuk mengungkapkan dana moneter dan properti 

tersebut, menelusuri operasi finansial dan menerima setiap informasi atau 

bukti lainnya yang dapat memfasilitasi pengamanan dari pengembalian 

hasil tindak pidana. Dalam pembuatan permintaan, Pihak Peminta harus 

. 
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, l memberitahukan Pihak Diminta dasar dari keyakinannya bahwa hasil atau 

instrumen suatu tindak pidana terletak di wilayahnya. 

. , 
'' 

,:: l' 

! 

i 
I; 

3. Di mana, berdasarkan ayat 2 Pasal ini, hasil atau instrumen tindak pidana 

yang dicurigai ditemukan, Pihak Diminta harus atas permintaan 

memberlakukan perintah penahanan atau pembekuan yang dibuat oleh 

otoritas berwenang Pihak Peminta, atau mengambil tindakan sebagaimana 

diizinkan oleh hukumnya untuk mencegah adanya transaksi, pengalihan 

atau penghilangan hasil atau instrumen tindak pidana yang dicurigai, sambil 

menunggu keputusan akhir sehubungan dengan hasil atau instrumen tindak 

pidana tersebut oleh pengadilan Pihak Peminta atau Pihak Diminta. 

4. Pihak Diminta harus, sejauh diizinkan oleh hukumnya, memberlakukan 

putusan akhir yang dibuat oleh otoritas berwenang Pihak Peminta atas 

penyitaan atau perampasan hasil tindak pidana, dana moneter atau properti 

lain yang diterima sebagai hasil tindak pidana, penghasilan, atau manfaat 

lainnya dari hasil tindak pidana tersebut, atau properti hasil tindak pidana 

tersebut dikonversi atau diubah, atau properti hasil penggabungan tindak 

pidana, atau instrumen tindak pidana. 

Ketentuan Pasal ini juga berlaku untuk keputusan atas perampasan yang 

dihasilkan dalam proses pidana, administrasi dan perdata. 

5. Dalam penerapan Pasal ini, hak dari pihak ketiga beritikad baik harus 

dihormati berdasarkan hukum Pihak Diminta. 

6. Atas permintaan Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, sejauh diizinkan oleh 

hukumnya dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh 

Otoritas Pusat masing-masing Pihak, memindahkan hasil atau instrumen 

tindak pidana kepada Pihak Peminta. 
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Pasal 21 

Bia ya 
i 

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya pelaksanaan permintaan bantuan � 

hukum, kecuali yang harus ditanggung Pihak Peminta: 

\r. 
I 

, I 
l 

� ! .. 
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a. biaya terkait dengan perjalanan orang ke dan dari wilayahnya sesuai 

dengan Pasal 15 dan 17 Perjanjian ini dan kehadiran mereka di wilayah 

tersebut, demikian juga biaya lain termasuk yang timbul sehubungan 

dengan pelindungan orang tersebut dan pembayaran karena orang 

terse but; 

b. biaya dan honorarium ahli; 

c. biaya yang terkait dengan perjalanan dan kehadiran dari perwakilan 

otoritas berwenang Pihak Peminta saat pelaksanaan permintaan sesuai 
dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini; 

d. biaya yang terkait dengan pemindahan barang-barang dari wilayah Pihak 

Diminta ke wilayah Pihak Peminta dan sebaliknya. 

2. Apabila pelaksanaan permintaan membutuhkan biaya yang sangat besar 

atau yang sifatnya luar biasa, Otoritas Pusat Para Pihak harus 

berkonsultasi untuk menentukan syarat dan ketentuan agar bantuan yang 

diminta dapat diberikan, demikian juga pengaturan mengenai biaya. 

Pasal22 
Konsultasi dan penyelesaian sengketa 

1. Para Pihak atas permintaan salah satu dari mereka harus berkonsultasi 

mengenai interpretasi atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, baik secara 

umum maupun dalam hubungannya dengan permintaan tertentu. 

2. Sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian ini 

harus diselesaikan melalui negosiasi diplomatik. 
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Pasal23 
Ketentuan Akhir 

1. Dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamendemen dan 

amendemen tersebut dapat berlaku sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini. 

2. Perjanjian ini berlaku 30 hari setelah tanggal terakhir Para Pihak saling 

memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum 

nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi. 

3. Perjanjian ini berakhir 180 hari setelah tanggal salah satu Pihak menerima 

melalui saluran diplomatik pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya atas 

maksud untuk mengakhirkan perjanjian ini. 

, ! 4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak 

melaksanakan permintaan bantuan hukum yang diterima sebelum tanggal 

pengakhiran Perjanjian ini. 

I - l 

I 
I 
I 
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SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Negara 

mereka masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini. 

DIBUAT dalam rangkap dua di Moskow pada hari ke-13 bulan Desember 2019, 

dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa lnggris; semua naskah 

adalah autentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa 

lnggris yang berlaku. 

ALEKSANDR KONOVAL: V 

MENTERI KEHAKIMAN 
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REPUBLIK INDONESIA 

)];OrOBOP 

MEJK,[07 

PECIIYEJIHKO:U HH)].OHE3HE:U 

If 

POCCHHCKO:U <l>E.L(EPA[(HEH 

0 

B3AIIMHO:U IIPABOBO:U IIOMOIT(H IIO YrOJIOBHhIM )U:JIAM 

Pecnyfimnca Htt)].Otte3IDI. H Poccaiicxaa <l>e)].epau.m,, nanee HMettyeMbie Cropouassa, 

npuuuMaSt BO BHHMam1e cyIJJ.eCTBYJOIJJ.He Me)K)],y Cropouaxn APY)KeCKHe CBjj3H H 

COTPYAHH4eCTBO, 

,KCJiaSI ofiecne-nrn, 6onee 3cpcpeKTHBHOe COTpy )],HHY.eCTBO Me)K)],y Croponava B o6naCTH 

6opb6b1 c npecrynaocrsro, 

uaMepeeaStcb pacurapxrs COTPYAHH·4eCTBO B 06nacT11 OKa3aHIDJ B3a.HMHOH npaBOBOH 

noMOIJJ.H no yronosasra )],eJiaM nyrere 3aKJII04emrn uacrosuiero ,ll;orosopa, 

OCHOBbJBaSICb aa npauuanax cysepenaoro paseacraa, TeppHTOpHaJibHOH u.eJIOCTHOCTH, 

HeBMernaTeJibCTBa BO BHyTpeHHHe nena H B3aHMHOH asrronsr, 

noroaopanact, o HH)KeCJietJ.y10w.eM: 

l- . ,.. 
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CTaTbH 1 

06H3aTe.JlbCTBO no OKa3aHHIO npaBOBOH IlOMOIU,H 

1. Cropomr s COOTBeTCTBHH c HaCTOHlll,HM ,ZJ;orosopoM OKa3bIBalOT JJ.pyr JJ.pyry 

B3a.HMHYJO npaBOByJO nOMOlll,b no yrOJIOBHbIM )],eJiaM (nanee - npasoaaa TIOMOlll,b). 

2. Ilpasosaa TIOMOII.J.b OKa3blBaeTCSI a COOTBeTCTBHH c HaCTOHill.HM .[(orosopoM, eCJIH 

nesaue, B CBSl:311 C KOTOphlM nOCT)'TIHJI sanpoc, Sl:BJUleTCSI: yroJIOBHO HaKa3yeMblM 

cornacno 3aKOHOJJ.aTeJihCTBY 06e11x Cropou. 3anpam11BaeMrui Cropona MO)KeT no 

CBOeMy yCMOTpettHIO OKa3aTb npaBOBYJO TIOMOIIJ.b TaK)Ke B cnyxae, eCJUi neauae, B 

CB.Sl311 C KOTOpb!M rtocryrmn aanpoc, He HBJUleTCH yrOJJOBHO ttaKa3yeMblM COfJlaCHO 

ee 3aKOHO)].aTeJlhCTBy. 

3. HacTOSIIll.HH .[(orosop 11Meer uensio 11cKJU01111TeJ1bHO oxasaaae OJJ.HOH Cropouon 

11 npaeosoti nosiouia Apyron Cropoue. I1011o)KettH.S1 aacrosuiero .[(orosopa ae senyr K 
i 

B03HHKHOBeHHIO y KaKHX-J11160 q:>H3HYeCKHX 11 IOpl1)].HqecK11X JIHU, npasa norrysars 

11JlH HCKJllOlJaTb AOKa3aTeJlbCTBa m160 npenHTCTBOBaTb HCTIOJlHeHHIO sarrpoca O 

npaBOBOH TIOMOLJ..\11. 

4. HacTOHill.MH .[(orosop He npenocraanser KOMnerettTHblM opranav OJJ.HOH 113 Cropou 

npasa ocyuiecranan, Ha Tepp11Top1111 npyroa CTopOHhI no11H0Mot.t11H, KOTOpb1e 

- ; OTHeCeHhl 11CKJTI-OCJHTeJlbHO K KOMTieTeHl..l,11H opranos npyroti CTOpOHbl. 
lj 

5. HacTOSl:Ill.H.H .[(orosop np11MeHS1:eTCSI B OTHOWeHl111 sanpocos O npaBOBOH TIOMOill.11, 

nocTynHBW.11X nocne BCTYTIJleHH.SI B CHJlY aacroautero .[(orosopa, nazce eCJlH OHM 

CBH3aHbl C npeCT)'TIJ1ett11eM, coaepuremuav AO BCTynneHH.SI B CH.JI)' HaCTO.SILJ..\ero 
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.[(orosopa. 

6. ITpaBOBa.SI novouis MO)KeT TaK)Ke npe)].OCTaBJI.SIThCH B CBSl:311 c paccnenosaaaaaa, 

yrOJIOBHblM npecnenosaanea 111111 cy)],e6Hb!M pa3611paTeJJbCTBOM B OTHOUJeHHH 

HaJIOfOBblX ( qmttaHCOBbIX) 11 TaMO)KeHHhlX npecrynneuaii. 
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CTaTMI 2 

06'heM rrpaBOBOH IIOMO�H 

nepezrana ocy)K,UeHHhIX ,ll)UI OT6h!B8IUUI HaKa1aHIDI; 

nepenasn cynonpoaasozrcraa no yronosnsaa .n:enaM. 

nonysenae nosaaarenscre; 

ycraaoaneaae MeCTOHaxo)K,UeHIDI H anearatpasanaro .JIHD: H rrpcznseron; 

Bbl30B CBH,n:eTeJieH, IIOTepneBIIIHX H 3KCnepTOB ,n:mI RX .n:o6poBOJlbHOH &BIU! B 

coneprneaax npecrynneaas; 

g) nepenasy .D:OK)'MeH'i'OB, nperoaeroa H ansrx IJ;OKa3aTeJlbcTB; 

h) npcnocraanenae paspemenas Ha npacyrcrsae rrpa HcnoJIHeHIDI sanpoca o 

npasosoit noMOIIJJi rrpencranarenea KOMileTeHTHI,IX opranos sanpanrasaromea 

Croponsr; 

i) cfo,.cK H BbieMKy; 

j) npenocraaneaae HHq>OpMauim, )lOK)'MCHTOB H npezraeros; 

k) mofisre zrpyrae BH,n:hl npaBOBOH IIOMOII{H � COOTBeTCTBliH c ue.JIHMH HaCTOSII[\ero 

)];oroBopa, He rrporaaopesanme 3aKOHO,Aatem,cTBy sanpaurasaeaoa Cropoasr. 

KOMIIeTeHTHbIH opraa sanparrrasaromea Cropoasr; 

e) nepezrasy Ha spewi: nan, conepacanraxca non CTJ)IDI<eif HJIH oT6hIBa.IOIIJ;HX 

HaKa3aHHe B sane nmnenaa CB060,n:bI, ,n:mI ysacraa B yroJIOBHOM 

cyztonpoaaaoncrae Ha TeppnTOpIDI sarrpamaaaionrea CTopoHI,I B Ka'IeCTBe 

cnazterenea, norcpneanrax liJIIJ ,ri:JIH rrpOH3BO.D:CTBa ansrx nponeccyansasrx 

,n:eHCTBlili, )'Ka3aHHbIX B sarrpoce O rrpaBOBOH IIOMOII{H; 

f) ocymecraneaae Mep no aasropaaorsaaaro, H3'bHTHIO, apecry, xoiupacxanaa 

noxonos, nonysenmrx B peaynsrare npecrynaoa ,n:eHTeill>HOCTH, H cpeI{CTB 

c) 

d) 

2. HacT05IIIJJIH .D;oroBop He rrpHMeHHeTCH B OTHOtneHH..H: 

a) apecra HJIH aaaepacanaa JII06oro rrana c 1:)"�JihIO BLI,n:a-ciH sroro JIHU.a; 

b) 

c) 

1. IlpaBOBM IIOMOIUb BKJIIO'IaeT B cefis: 

a) spysenae nponeccyansnsrx ,n:oKYMeHTOB; 

b) 

: ! 

�. , 



I! 
l 

. ! 

Herrrpam.atae H KOMDeTCHTHLIC opraHLI 

I. B uensx otiecneseaaa nannexcaurero COTPY.Ll.HH4ecTBa Cropou B pasucax 

nacrosmero .[(oroBopa aaaaasasorca ueurpansnue opraasi Cropoa, KOTOpb1M11 

SI BJI SI IOTCSI: 

OT I1H.LJ.OHe3M.HCKOH Cropotrsr - MHHHCTepCTBO IOCTHUHH H no npasaM 4eJIOBeKa 

Pecny6mtKH �H.LJ.OHe3HH. 
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OT Poccajicxoa Cropousi: 

M11tt11cTepcTBO IOCTHQHH PoccHHCKOH <l>e.LJ.epal.1,1111 - no sonpocau, CBSl3attHblM c 

nesrrem.aocrt.ro cynos Pocc11wcKOH <l>e.LJ.epaQHH; 

fettepanbttasi npoKypaTypa Pocc11i1cKOH <l>e.LJ.epal.1,1111 - no sceM HHblM sonpocaM 

11 OKa3aHHSI npaBOBOH nOMOW,11; 
! 

2. KoMneTeHTHbIMH opraaavn S1BJU110TCS1 opranu Cropon, ynomrowoseuusre KIDKJJ.OH 

113 Cropoa Ha ocyuiecrenenae Tex 11.JIH 11HblX .LJ.eJ.1CTB11H, �mnoW,HXCSI npe.LJ.MeTOM 

sanpoca O npaBOBOH nOMOW,H. 

3. Cropouu aesaeseztrorrcnsuo yse.LJ.OMJISIIOT npyr .Ll.PYTa no .LJ.HITJlOMaTH4ecKHM 

xananaa 06 113MetteHl1.11 CBOHX QeHT()aJibHbIX opraaos H cdiepsi 11X KOMneTeHQHH. : 

I; 
' 

4. Llearpansaue opransr Cropou aenocpencrseaao ttanpaBJIHIOT H nonyaaror 

aanpocu O rrpaBOBOH nOMOW,H 11 OTBeTbl Ha HHX. 

5. Llearpansnsni opraa aarrpauraeaevoii Croponsr 11cno11ttS1eT sanpoc o npasoaoa . 

nOMOW,H nenocpeztcraenao 111111 uanpasnaer ero .LJ.JISI BbinOJIHeHHSI KOMneTeHTHOMY 
. 

�; 

oprany. 

Ecn11 uearpansuuli opraa aanpauureaeaoii Cropouu uanpaanser sanpoc o 

npaBOBOH noMOW,11. )])ISi ucnonttemrn KOMneTeHTHOMY oprany, OH COAeHCTByeT 

onepaTHBHOMY 11 uanneacauteay ncnonnemno sanpoca 3THM KOMneTeHTHbfM 

opranosr. 
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CTaTLH 4 

<l>opMa u conepaeaune sanpoca o npaaoaoti nostoma 

• I! 

I! 1. 3anpoc O npaBOBOH nOMOll.1,11 COCTilBJHleTCSI B nHChMeHHOH cpopMe. 

�· ,. 

'j 

Ii 

, 

I! 

2. 3anpaw11saeMaK CTOpOHa npHHHMaeT K HCnOJIHeHHIO sanpoc O npaBOBOH OOMOll.1,11 

HeMe)],neHHO nocne ero nonyseuaa no 'renexcy, cpaKcy, 3JieKTpOHHOH no-rre 11n11 

ApyroMy nonofinouy BHAY CBSl3H, npa 3TOM aartpauiaaaioruas Cropona s B03MO)l(HO 

6onee KopoTKHH cpoic npencraanser opnrnaan sanpoca. 3anpaw11saeMa51 Cropoaa 

HHcpOpMHpye-r aanpauraaaroutyro Cropoay O peayrrsrarax acnonnenua sarrpoca O 

npaBOBOH nOMOll.1,11 TOJibKO npn ycJIOBHH nonyseaaa ero opurnnana. 

3. 3anpoc O npaBOBOH IlOMOll.l,H CO,ll,ep)KHT: 

a) HaHMeHosaHHe KOMneTeHTHoro opraua, aanpaunraaroutero npaeosyio novoun.; 

b) uens sanpoca 11 onacaaue sanpauiaaaevoii npaaoaoii noaoura; 

c) orurcanne ,l],eSIHHSI, B CBSl3H c KOTOpblM npOBO.LJ.HTCSI npoaepxa cooouienas O 

npecrynnenau, paccnenosanae HJIH cynefinoe pasfiaparenscreo, ero 

iopanasecxyro KBaJIH!pHKaU.HIO, TeKCT 3aKOHa, B COOTBeTCTBHH C KOTOphlM 

.LJ.eSIHHe SIBJlSleTC.st yroJIOBHO HaKa3yeMbIM, a 'raiose (no 803MO)KHOCTH) xapaxrep 

11 pasvep yutepfia, npa-taaennoro s pesym.rare sroro ,ll,eSIHIDI; 

d) ofiocuoeaaae np11MetteH11S1 H onacanae ocofisrx npou.eAYP, K0Top1,1e 

sanpauraeaiouiaa Cropoaa npOCHT npHMeHHTb npa HCCTOJIHeHJ111 sanpoca; 

e) .LJ.aHHbJe, H)].eHTH!pHI..(Hpyioll.l,He JIHlJ,, B OTHOWeHHH KOTOphlX npOBO.LJ.11TCSI 

nposepKa coofiuieuaa o npecrynneaua, paccnenosanae 11n11. cynefinoe 

pa3611paTeJibCTBO; 

f) )l(eJiaeMhlH AAA aanpaumaaroutea Croponu cpox acnonaeuaa sanpoca; 

g) nonaue cpaMHJIHH, HMetta (OTt.JeCTBa) 11 aapeca, a TalOKe (no B03M0)f(HOCTH) 

nostepa Teneq>OHOB JIHU., xoropue .LJ.OJI)l(Hbl 6blTb yeenowneau, H HX OTHOWeHHe 

K senyuteaycs paccnenoaaamo H.JIH cy)],e6HOMY pa36HpaTeJI.bCTBy; 

h) YKa3aHHe Ha pacnonoscenue 11 onacanne MecTa, rne Heo6XO)],HMO npOH3BeCTl1 

OCMOTP H o6bJCK, a TaJOKe rrpenjseroa, nonneacamnx H3bSITHIO; 

i) sonpocu, xoropsre aeooxomoao 3a.LJ.aTb )],JlSI norryseaas nOKa3aHHH Ha 

'reppuropaa sanpauraaaevoii Cropouu; 
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j) B cnysae npocsfiu o np11cyTCTB1n1 npa acnonaeuaa sanpoca npencraeirreneii 

KOMneTeHTHblX opraaos 3anparn11Ba1011J,eH Cropoau - HX IlOJIHhle HMeRa, 

,ll,OJI)KHOCTH H 060CHOBam1e Heo6XO,ll,HMOCTH HX npHCYTCTBIDI; 

k) B cnyxae Heo6xo,LJ,HMOCTH npocsfiy O co6JIIO)],eHHH KOHQ)H)],eHI.\HaJibHOCTH B 

OTHOWeHHH rpaicra nOJIY4eH1rn sanpoca O npaBOBOH nOMOW,11, ero CO)],ep)l(aHHH 

11 (HJm) JIJ06oro )],eHCTBHH, npeJJ.npHHSITOro B CBH3H c sanpocoa; 

I) J1106yio APYfYIO 11ttqiopMau,mo, KOTop� MO)l(eT OKa3aTbCSI nonesuoa 

sanpaunreaeuoti Cropone ,LJ,JISI acnonaeuaa sanpoca. 

4. Ecn11 aanpauraaaenaa Cropoaa C4HTaeT, 4TO ceenenaa, YKa3aHHbie B sanpoce o 

npaBOBOH nOMOIIJ,H, nenocraro-una nnx ero HCnOJIHeHHSI, sra Cropoua MO)l(eT 

3anpocHTb .IJ.OilOJlHHTeJibHYIO HHq>OpMaU,HIO. 

CTaThH 5 

R3LIKH 

i 
i 
i 

i 

I 

I! 

I! 
1! 
Ii 

i 
i 
! 
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3anpoc O npaBOBOH IlOMOIIJ,H, np11naraeMbJe K aesry ,ll,OKyMeHTbl H AOilOJlHHTeJlbHaSI 

HHqJOpMaU,1-UI. B pasncax HaCTOHIIJ,ero Iloroeopa conpoaoacnaiorca nepeaonoa Ha Sl3bIK 

sanpaurasaeaori Croponu n1160 no rrpeneapwrerrsaoa ,noroBopeHHOCTH uenrpansasix 

opranos Cropou Ha aHrnHHCKHH H3hIK. Attanorn4Hhm nopanox npHMeH»eTcst K 

AOKyMeHTaM H HHqJOpMau,1rn, HanpaBJISleMb!M B xaxecrse OTBeTa Ha sanpoc. 

CTaThH 6 

0TKa3 HJIH OTcpoqKa B OKa3aHHH npaBOBOU DOMO[QH 

I. B npaaoson noMOIIJ,H orxasusaerca, ecnn: 

a) acnonnenae sanpoca O npaBOBOH TIOMOIIJ,H MO)l(eT HaHeCTH yuiepf 

cyaepemrrery, 6e3onacHOCTH, ny6nH4HOMY nopsmcy HJIH ApyrHM 

cyuiecraeuusra narepecaa sanpaunraaeaok CTOpOHhI; 

b) HCTIOJIHeHHe sanpoca O npaBOBOH noMOIIJ,H nporaeopeaar 3aKOHO.IJ.aTeJlbCTBY 

aanpauraeaeaoii Croponsi HJIH He COOTBeTCTBYeT IlOJIO)l(eHHSIM HaCTOSIIIJ,ero 

LJ:oroBopa; 
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)],eRHHeM HJIH no KOTOpOMY HCTeK cpox J],aBHOCTH; 

d) sanpoc O npaBOBOH nOMOW,H kacaercs npecrynneuas npOTHB BOeHHOH CJiy)K6hl, 

3aKOHOJ],aTeJibCTBy; 

e) sanpauursaewas Cropona 11Meer secxae ocuoeanas noriarars, Lf.TO sanpoc o 

npaaosoji novoura npeJJ.CTaBJieH c uern-ro npecnenosanaa m111,a no np113HaKy 

pacu, nona, aepoacnosenanna, rpaacaancraa, HaU,HOHaJihHOCTH HJIH no 

nOJTHTH'-leCKHM y6e)f()].eHHRM nafio noJTO)KeHHl-0 3TOf0 JIHU,a MO)KeT 6hITh 

aaaecea yw,ep6 no Jll-060H H3 3THX nplf'UIH. 

c) sanpoc o npaBOBOH noaouui xacaercs )].eRHHR, sa xoropoe rnruo, npasnexaeaoe 

K yroJIOBHOH OTBeTCTBeHHOCTl1 Ha TeppuTOpH11 aanpauraaaiouiea Cropoasr, 

6brno ocyacneao HJIH onpasnaao sanpaunraaeaoli Croponon B CBR3H c reM )Ke 

,i 
i ri 
i i 
i 
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i 
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.. 
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no ofiuteay yronosuoay KOTOpoe He HBJIHeTCH npecrynneanea 

j 

� i 
l 

2. CcbIJIKa Ha 6attKOBCKYIO HJIB aanoroayro TaiiHy He MO)l(eT crryxom, a6comoTHhIM 

OCHOBaHHeM )],JUI OTKa3a B OKa3aHHH npaBOBOH nOMOW,H. 

3. 3anparn11saeMaH Cropona MO)KeT OTCPO"'IHTh 11n11 OTKa3aTh B acnonnenan sanpoca 

O npaBOBOH TIOMOW,H, ecJU1 C'IHTaeT, Lf.TO ero HCnOJTHemte MO)KeT HaHeCTH ym,ep6 

11n11 3arpyJJ.HMTh ocyutecranenae paccnenosanas 11n11 cynetiaoro pa3611paTeJihCTBa, 

npOBOJ],HMOfO Ha ee TeppHTOpHH. 

4. Ilepezi npHHHTHeM peutetras 06 OTCpO'IKe HJIH OTKa3e B ucnOJIHeHHH sanpoca O 

npasosoii noraouia sanpamasaesraa Cropona paccvarpaaaer sonpoc o TOM, MO)l(eT 

JIM rrpaaosaa novouu, 6hJTh OKa3aHa Ha ycnOBlllX, xoropsre OHa C'IHTaeT 

Heo6XOJJ.HMhlMl1. EcJIH sanpauiaaarontaa Cropona cornauraercs Ha oxaaanae 

npaBOBOH IlOMOW,H Ha TaKMX ycJTOBMRX, OHa o6R3yeTCH co6JJIO)],aTb HX. 

5. Ecn11 sanpaurasaeaas Cropona npHHHMaer peureuae 06 OTKa3e B OKa3aHHH 

npaBOBOM noMOW,H HJIH ee OTCpO'IKe, OHa yse)],OMJIHeT 06 3TOM aanpaumaaiomyro 

Cropony -tepes ee uenrpansnsra opraa c yKa3aHHeM npH'lHHhI 'raxoro pemenaa. 
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1. ,l],oKyMeHThl, rtpencraanenusie B pauxax nacrosurero .[loroBopa H YAOCTOBepeHHbie 

repfiosoii ne-rarsro KOMneTeHTHOfO oprana HJIH uearpansnoro opraua 

nanpaanaiourea Cropouu, np»HHMaJOTCji 6e3 11x neramrsauaa HJI» auoii ¢opMhl 

2. ITo npocsfie aanpaunrsaroiueti Croponu ,D.OKyMeHThl, uanpaanseasre B pauxax 

nacromuero Iloroaopa, MOfYT 6b!Tb aaaepeasi HHhlM o6pa30M, YKa3aHHhlM B 

sanpoce o npaaoeoii nosrouta, ecJIH aro He npornaope-nrr 3aK0Ho,D.aTeJlhCTBY 

sanpauiaeaeaoii Cropoau. 
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CT3TbH 7 

,L(eHCTBHTe.JlbHOCTb�OK)'MCHTOB 

3. ,ll,mi u,eJiett nacroamero ,l],oroBopa ,ll.OKyMeHTbl, xoropsie j{BJUUOTCSI OQ)11U,HaJlhHhIMl1 

Ha 'repparopaa O.D.HOH Croponsr, np113HaIOTCjf TaKOBhlMH 11 Ha TeppHTOpHH APYfOH 

CTOpOHbl. I 

CTaTbH 8 

Koucl>H�CHQHaJlbHOCTb H orpaHH'ICHHH B HCDOJib30B3HHH uu«i,opMaQIIH 

1. 3anpaw1,rnaeMaS1 Cropoua no npocstie uenrparrsnoro opraaa 3anpa1IIHBaIOlLl,eH 

Cropouu ofiecne-iaeaer B COOTBCTCTBHH co CBOHM 3aKOHO.[l,aTeJlbCTBOM 

KOHQ)HAeHU,HaJlbHOCTb B OTHOWeHHH ¢aKTa norryxeuaa sanpoca O npaBOBOH 

nOMOll(H, ero CO)].ep)KaHIDI. 11.JIH JIJ06oro .[l,eHCTBHjf, npennptmxroro B CBjf3H c 

3anpOCOM, aa HCKJUOYCffHCM Tex cnysaea, KOr,D.a ornacxa sanpoca jf8Jlj{CTC-5l 

aeofixonuaoti ,[I.JUI ero HCTIOJIHeHHSI. 

Ecna npn 11CfiOJIHeHHH sanpoca O npaBOBOH nOMOll(H B03HHKaeT Heo6xo,D.HMOCTb 

CHJITHSI aroro orpaHH'IeHIDI, aanpauursaevas Cropoua B nHCbMeHHOH ¢opMe 

3anpa1IIHBaeT pa3pewett11e aanpauiaearomen CTopoHE,1, 6e3 xoroporo sanpoc He 

HCilOJIHSleTCSI. 

2. 3anpaw11Ba10ll(aS1 Cropona 6e3 npensaparensaoro pa3pe1IIeHID1 sanparuaeaevoa 

CTOpOHbl He HCfiOJib3YeT HHQ)OpMaU,HIO HJll1 AOKa3aTeJlhCTBa, nony-rennue B pasncax 

uacroautero Ilorcaopa, .D.JISI HHblX ueneii, xpove YKa3aHHbJX B sartpoce o npaBOBOH 

TIOMOll(H. 
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3. B cnysae ecna aanpauraaaiouteii Cropoae n0Ha,L1.06HTCH npenars ornacxe H 

HCilOJlb30BaTh noJJHOCTblO HJIH xacra-uto nonyxeauue ltHQ)OpMaQJUO HJIH 

)J,OKa.3aTeJJbCTBa Alli QeJJeH, He YKa.3aHHbfX B sarrpoce O npaBOBOH novoum, OHa 

sanpauranaer COOTBeTCTBYIOlll,ee paspeureuae y sanpanraaaevoti CTOpOHhl, KOTOpM 

MO)l(eT cornacursca HJIH OTKa.3aTh fiOJIHOCThlO HJIH sacranno B TaKOM paspeuieaaa. 

CTaThH 9 

U:cnOJIHCHHC sanpocon O npaBOBOH DOMOUJ.H 

1. HcnOJJHeHHe 3anpOCOB O npaBOBOH OOMOlll,H ocyurecrsnaerca B COOTBeTCTBHH C 

3aKOHO,ll.aTeJJhCTBOM sanpauraaaeaoa Croponsr H nonoaceaasaa aacrosmero 

)]pro so pa. 

no npocsfie sanpaurasaiomen Cropoasi sanpauraeaeaaa Cropoaa OKa.3h1BaeT 

npaBOByIO nououu, B diopve H B COOTBeTCTBHH co cneuaansaoii npouezrypoii, 

xoropsre yxasaau B sanpoce O npaBOBOH noaoura, eCJJH 3TO ae nporaaopernrr 

saxouonarenscrsy aanpaunraaevoti Cropouu. 

2. Ecn11 sanpauraaaiotuaa Cropoua ofipautaercx c npocsfioii o np11cyTCTBHH 

npencraaareneii ee KOMneTeHTHhIX opraaos npa HCilOJJHeHHH sanpoca O npaBOBOH 

noMOW.H, aanpaurasaeaaa Cropoua yse.D.OMJJHeT ee o csoea peureaan. B crry-rae 

noJJO)l(HTeJJhHOro peureans 3anparn11Ba10UJ.aH Cropona safinarospeaeano 

ysenoanaercs O apesieaa H MeCTe HCilOJIHeHHH sanpoca O npaBOBOH noaoum. 

3. U:eHTpaJJhHhtH opran aarrpauraeaeaoii Croponsi ceoespeweaao aanpaanser 

nonynennue B pesynsrare HCfiOJIHeHHH sanpoca O npaBOBOH noMOlll,H HHQ)OpMaQHJO 

H .LJ.OKa.3aTeJJhCTsa ueHTpaJJhHOMY oprauy sanpautaaaroutef Cropoau. 

4. EcJJH HeB03MO)KH0 HCilOJIHHTb sanpoc O npaBOBOH noMOlll,H IlOJIHOCTblO HJIH 

qacTH'-IHO, ueurpam.asra oprau sarrpaunraaessoii CTopOHhI aesaerenmrrensno 

coofiutaer 06 3TOM uenrpansnovy oprany aarrpaumeaiouteii Croponu 11 

11.ttcJ}opM11pyeT o npaxauax, npenxrcreyiourax acnonaeumo sanpoca. 
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CTaTt:.H 10 

Bpysenae .UOK)'MeHTOB 

1 . Bo 11cnoJ1Hem1e sanpoca o npaeosoa noMO�H LteHTpaJJhHhJH opran aanpauraaaeaoii 

Croponu He3aMe.UJJH'reJJbHO ocytuecrnnaer HJJH oprattH3YeT BpyYeHHe 

npoueccyansnsrx AOKyMeHTOB. 

2. 3anpawirnaiom.a5l Cropoua nepenaer sanpoc o BpyYeHHH npoueccyansuux 

AOKyMeHTOB, xoropue npeAYCMa'IJ)HBalOT OTBeT 11JIH 5lBKY Ha TeppHTOpH!O 

aanpauraaatouieii CTopOHhI, B paaysnnae cpoxn no HaMe'leHHblX OTBeTa HJIH 5lBKH. 

3. 11cnoJJHeHHe sanpoca O BpyYeHHH npoueccyansnsrx ,UOKyMeHTOB IlOATBep)K,UaeTC5l 

AOKyMeHTOM O BpyYeHHM C YKa3aHHeM .uaTbl H IlOAil11CblO anpecara una 3a5lBJleHMeM 

KOMileTeHTHOro opraHa sanpamaaaeesoii Cropouu, B KOTOpOM IlO,UTBep)K,UalOTC5l 

cpaKT, nara H nopaAOK spyYett11a. 3anpaw11Ba10�a5l Cropona He3aMeAJJHTenbHO 

1rncpopM11pyeTC5l O BpyYeHl111 AOKyMeHTOB. 

CTaTbH 11 

Ilo.JI)"leH11e JJ:OKa3aTe.ribCTB ua TeppuTOpHB sanpamaaaestoit CTOpOHbl 

I. 3anpawttBaeMa5l Cropona B COOTBeTCTBl111 co CBOHM 3aKOHOAaTeJJbCTBOM nonyxaer 

Ha caoeii repparopna noxaaanas csanerenea H norepnesmax, saxruoxeaaa 

. ' 
' 

2. Tipe,UCTaBMTeJJ5lM KOMneTeHTHblX opranoa aartpauraeaiometi Cropouu, 

3KCnepTOB, AOKyMeHTbl, npenversr H ztpyrae AOKa3aTeJJbCTBa, yxaaannsre B 

sanpoce, 11 nepenaer ax aanpauraaatomen Cropoue . 

npHCYTCTBYIO�HM npa HCilOJJHeHMM sanpoca, paspeuiaercs cpopMyn11poBaTb 

eonpocu, xoropsie MOryT 6bITb sanaasr COOTBeTCTBYJOI.UeMy JIHltY xepea 

npencraairrena KOMneTeHTHoro opraaa aanpauraeaeaoii Croponu. 

3. Sanpaurasaiouras Cropona co6JJJOAaeT Jll06bie ycJJOBH5l, orosopeausre 

sanpauiaaaeaoa CTopoHOH B OTHOlDeHHH nepeAasaeMhIX eii AOKYMettTOB H 

npeAMeTOB, B TOM 'IHCJJe KaCalO�HeC5l 3a�J1Tbl npas TpeThHX JIHlt ua TaKHe 

AOKyMeHTbl l1 npenaetsr. 
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CTaTMI 12 

Hpencraanenue uuct>opMau;uu, .llOtcyMeHTOB u npe,llMeToe 

2. 3anpawusaeMa5l Cropona MO)KeT B COOTBeTCTBl1l1 co CBOHM 3aKOHOJ],aTeJTbCTBOM 

npencraawrs aanpaunraatonteji Cropoue J1106b1e HHQ)OpMau,1110, JJ.OKyMeHTbI 11 

1. 3anpawr.-rnaeMa51 Cropona npeJ.J.CTaBAAeT aanpaunrsaiouieri Cropone xorma 

J.J.OKyMeHTOB l1 HHQ)OpMau,mo rocynapcraerrasrx opraHOB, xoropsre B COOTBeTCTBUU 

c ee 3aKOHOJ],aTeJTbCTBOM SlBJ15llOTC5l o6w.eJ.J.OCl)'IlHhlMH. 

4. 3anpawuBa10w,a51 Cropoua sosaparuaer no rpeooaaumo sanpaumaaevoti CTOpOHbr 

B B03MO)Kfl.0 6onee KOpOTKHH cpox oparmranu LlOKyMeHTOB " rrpenvcru, 

nepenamnre eu B COOTBeTCTBUl1 c nyHKTOM l HaCTOSlW.eH CTaTbl1. 

npenveru, HaXOJ.J.51:W.HeCSl so ananenaa rocynapcrseaaoro opraua, He 11Me10w.ue 

ofiuiero J],OCTyna B TOH CTeneHH H Ha Tex )Ke ycJTOBl15lX, KaK OHH 6blJ111 6bl J.J.OCTyilHbl 

ee co6CTBeHHbtM npaeooxpaua'rensusur u cy.n.e6ttblM oprattaM. 

CTaTMI 13 

06hlCK U BhlCMKa 

l. 3anpaurnsaeMa5l Cropoaa s TOH Mepe, s KaKou no3BOJT_jfeT ee 3aKOHOJ.J.aTeJTbCTBO, 

acnonaaer sanpocu 06 ofisrcxe, auesoce u nepenase aanpanmaaioiueit Cropone 

rnofisrx MaTep11anos, HMemw.11x oraoureirae K paccrrenoaamno 111111 11HhIM 

npou,eccyanbHbIM J],eHCTBl15lM B CB51311 C npOH3BO.[lCTBOM no yronOBHOMY neny B 

aanpaumearoiueil Cropose, rrpa yc110B1111, '-ITO cooTBeTCTBYfOW.HH sanpoc BKJIJO'-laeT 

B ce65l JJ.OCTaTO'-IHO HHQ)OpMau,1111, 4T06bt B COOTBeTCTBHH c 3aKOHOJJ.aTeJTbCTBOM 

sanpaumaaevoa Croponu TaKHe JJ.eHCTBl15l 6brnu o6octtoBaHHbIMH. 

�' 
I 

2. 3anpanmBaeMa5l Cropona npeJJ.CTaBAAeT l1H$OpMau,1110, KOTOpa51 MO)l(eT 6bITb 

ueofixoztava sanpauraearomen Cropoue, OTHOC11Tem,Ho pesynsraroa mo6oro 

otiucxa, MeCTa 113b}ITU5l, o6CT051TeJTbCTB 113b51TIDI l1 nocJTeJJ.YIOI.Ll,ero xpaHeHHS:1 

J,J3b51Thrx MaTep11anos. 
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CTaTbH 14 

Y CT3HOBJICHHe MCCTOHaXOiK,UCHHH H HACHTHcl>HK31,VIH JIU� H npeAMCTOB 

Kovrterenrusre opranu sanpaumsaevoa Cropoasr npezmpauaaaior no sanpocy o 

npaBOBOH IlOMOill,11 npenycworpetmste ee 3aKOHO}J.aTeJibCTBOM Mepbl .D,JI5I yCTaHOBJieHHH 

MeCTOHaxO)K)].eHHH H H}J.eHTHQH1Kau.1u1 JIHU. 11 npernreron. 

3. 3anpa11nrna10rn.aH Cropona cofirnonaer ruofiue ycnoans, orosopenasre 

sanpauureaeaoii Cropoaoti B OTHOIJJCHHH n106bIX H3bHTbIX MaTepuanoB, 

nepenasaeasrx sanpaunrsasouieti Cropoae. 

CTaTbH 15 

BLl30B CBHACTCJICH, UOTepneBmHX H 3KcnepTOB aa TeppuTOpHIO 

aanpauruaaunueii CTopoHLI 

I. Ecn11 sanpaumaaioutaa Cropoua npe}J.cTaBJIHeT sarrpoc o BhI30Be 11110.a }J.JIH }J.aqu 

TIOKa3aHHH, npoeeneaas 3KCTiepTH3bl HJTH HHblX npoueccyant.asix }J.eHCTBHH Ha 

csoeii TeppuTop1111, aartpauraaaeuaa Cropona coofiuiaer 3TOMY IDIU.Y o 

rrpnrnatuenaa sanpaiuaaaiouiea CTOpOHbl HBHTbCH B ee KOMTieTeHTHbte opraast. 

2. 3anpoc O Bbl30Be rraua }J.OJDKeH CO}J.ep)KaTb CBe}J.eHHH 06 ycJIOBHHX " nopxnxe 

OTIJTaTbl paCXO}J.OB, CBH3affilhIX c HBKOH Bbl3bIBaeMoro JlHQa, a TaK)Ke nepe'IeHb 

rapanraii, xoropsre npe}J.OCTaBJIHJOTCH esry B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 16 

aacroauiero )J;oroBopa. 

3. 3anpoc O Bbl30BC JIHQa He }J.OJDKCH conepxars yrpoasi npHMCHeHHH np11tty)K)].eHHH 

HJIH aaxaaaaaa B cnysae tteHBKH sroro rmua Ha 'repparopmo sanpauraaaiouteti 

CTopottbt. 

4. Bsrssrsaeaoe JJHQO }J.06poBOJibHO npHHHMaeT peureuae O HBKe. Llenrpansnsui opraa 

aanpaumsaeaoii CTopOHhI He3aMe}J.JIHTCJlbHO HHq>opM11pyeT uetrrpansusui opran 

aanpaurnaaioutea Croponsr o peuieuna aroro naua. 
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111111, nOIGfHYB 31')' TeppHTOpHIO, BilOCJie.[(CTBl1H B03BpaTHJIOCh Ha Hee. 

YKa3aHHOMY B sanpoce. 

CTaThH 16 

I . JI111.1,o, conepxcauteecs non ctpaxceii (s TOM Lf.HCJie 0T6brna10UJ,ee HaKa3aH11e B s11.n:e 

naurenaa CB060,ll,b1), He3aBHCHMO OT ero rpa)KJJ.aHCTBa MO)l(eT 6hITh c cornacas 

uerrrpansuoro opraua sartpauraaaevoii Cropoasr nepenauo Ha spesot 

sanpamaeaiouteii Cropoue .D.JISl JJ:a4li noKa3aHHH B xasecrse csanerena HJI11 

norepneeurero n1160 .n:nsr rtpoasaoncrsa HttbIX npoueccyansnsrx .n:eiicTBHH, 

YKa3aHHhIX B sanpoce O npaBOBOH TTOMOW.H, npH ycJIOBHH, Lf.TO 3TO .JlHl.1.0 6y.ucr 

B03BpaUJ,eHo aanpaumeaevok Cropoue B onpeneneausre ero cpoxn. 

Ilepenaxa na speMH JIH�, conepscantaxca non erpaacea 

(B TOM 'IHCJie OTI)blBalOW:HX aaxasauae B BH,!),e JIHIDCHHH CB060,!J,b1) 

CTaTbH 17 

nyiucre 1 HaCTOHll.l,eH CTaThH, B TOM cnyxae, ecna OHO, HMeSl B03MO)l(HOCTb IlOKHHYTb 

Fapaurua, npe,!J,OCTaBJIHCMblC Bbl3blBaeMOM)' JIHicy 

Jl.HSl apyxeaaa evy IlHCbMeHHOfO yse}].OMJieHl1Sl O TOM, Lf.TO ero np11cyTCTBHe 

nepecrano 6bITh He06X0,1],11MhlM ,1],JISl COOTBeTCTBYIOW.ero KOMileTeHTHOro oprana, 

TeppHTOp1110 aarrpauraaaiouieii CTOpOHhl, He C}].eJiaJIO 3T0f0 B TeLf.eH11e 15 cyTOK co 

2. IlepBH'iHblH cpox, Ha KOTOphIH JIHI.1,0 MO)KeT 6bITh nepenairo, He MO)KeT npeesnuars 

90 }].Heit. no o6ocHoBaHHOMY xonararicray uenrparrsuoro opraua sanparuaaarourea 

Cropoasi cpox npefisraanaa rrepezrannoro JIHIJ,a MO)KeT 6h1Th nponnen 

1.1,ettTJ)aJihHhIM opraHOM sanpaurasaeaoii CTOpOHhl. 

1. Jhu.1,0, S1B11BllleecS1 no Bbl30BY B KOMneTeHTHbIH opraa sanpaurueaiouteti Croponsr, 

He MO)l(eT He3aBHCHMO OT ero rpa)KJJ.aHCTBa 6bITb npnaneseao K yroJIOBHOH HJm 

a,n:MHmtCTpanrnHOH OTBeTCTBeHHOCTH, B3SITO non crpaxy HJIH nonseprayro 

orpanauenmo cso60.n.h111n11 aaxasaamo aa nesaae, coaepureauoe no ero m.esna Ha 

Tepp11Top1110 aanpauraearouteii CTopOHbL 

2. Bhl3BaHHOe Jil10,0 YTPa4HBaeT npaso Ha HenpHKOCHOBeHHOCTh, npenycvorpeanoe B 

3. BbI3BaHHOe JIHI.1,0 He MO)l(eT 6bITh npaayscneao K zra-re IlOKa3aHHH no zterry, He 



3. Ilopsnox H ycJ10BHS1 rrepenaxa H B03BpaTa naua cornacoauaaiorcs u.ettTPMhHhIMH 

opranaua Cropoa. 

4. B nepezta-re nnua OTKa3bIBaeTCSI B cnysaax, eCJJH: 

a) nano, conepxcauieeca non crpazcea (B TOM l.fHCJle orfisiaaiouree uaxasanae B 

aune nuuieuaa csooonu), He naer Ha aro nacseseuaoro cornacax; 

b) tteo6XO)].MMO yxacrae sroro naua B yronOBHOM cy)].orrpOH3BO)].CTBe, 

ocy1.QecTBJ1S1.eMOM Ha 'reppa'ropaa aanpauraeaevosi Croponsi; 

c) nepenaxa npo)].JIHT cpox npe6b1BaHHS1 rraua non CTPa)l(eH (oT6brnaHHSI 

HaKa3aHHSI B BH)].e rnnueaas CB060.D,b1). 

5. 3anpaunrnaioI.Qasi Cropona o6R3aHa conepxcart, nepenanaoe rmuo non CTPa)l(eH, 

TIOKa OCTaeTCSI B CHJie peurenue KOMneTeHTHOfO oprana sanpanrasaeaoti Croponu 

o ero conepzcauua non crpaaceii. B cnyxae ocaofioacneuaa 113-no)]. CTPa)l(M nuua, 

nepenanaoro no peuiemno aanpauntsaevop Cropoasi, sartpatuaeaioutaa Cropoua 

npnMeHSieT K 3TOMY J1HU.Y nonozcennn crareii 15, 16 H 18 HacTOSII.Qero )],oroBopa. 

6. Bpewa npefisraaaaa nepenaaaoro nuua sae Tepp11Top1111 sanpaumeaeaoa Croponu 

3aC'-lHTbIBaeTCSI B 061.QHH cpox ero conepxcaaas non CTPa)l(eH (B TOM lJHCJle B cpox 

01UbIBaHHSI. HaKa3aHHSI B BH)].e JIHllleHHSI. CB060.n;b1). 

7. Ecn11 conepzcaiueeca non crpaaceii JIHU.O (a TOM '-lHCne OT6brna101.Qee naxaaanne B 

BH.D,e nwweHHSI ceofionu) He naer cornacas SIBHTbCSI B 3anparn11Ba101.QYIO Cropony, 

OHO He 6y)].eT sa 3TO nonaeprayro MepaM npauyzcneua» HJTH HaKa3aHHlO. 

CTaThH 18 

3a1I1nTa nnua, aaaauteroca no Bhl30BY ana nepeaaunoro 

ua 'reppsrropmo aanpaumaaromeii Cropoasi 

B cnyxae aeotixonnaocru 3anpaw11saI01.QaSI Cropona otiecnenasaer 3a1.Q11ry JIHI.(a, 

SIBHBlllefOCSI. no Bbl30BY HJlH nepenaanoro Ha ee TeppHTOpHIO B COOTBeTCTBHH co 

CTaTbSI.MH 15 11 17 HaCTOSI.I.Qero )],oroBOpa. 

14 



.11.eHTeJihHOCTH, u cpe.11.CTB COBepmeHHH npeerynnenaa 

CTaThH 20 

CTaThH 19 

Oco6b1e CJiyqau OK333HHH npaBOBOH DOMO�H 

npaBOBYlO TIOMOUJ,b B BbUIBJieHHH, 3aMOpa)l(HBaHHH, apecre, H3bHT11H H 

KOHq>HCKaUHH .[{OXO.[{OB, rtorrysemrsrx B pesynsrare rrpecryrnroa )J,eHTeJibHOCTH, H 

Ocymecranenae Mep no 33MOpa'.lKHB3HDIO, U3bHTHIO, apecry, 

Kon<t>ncKauuu noxonon, DOJIY'lenu1,,1x B Pe3YJihTaTe npecrynaoa 

cpe)J.CTB COBeprneHHH npeCTYnJieHHH. 

B uerrsx nacroamero ,[(orosopa non AOXOAaMH, nonyt.J.eHHbtMH B peaynsrare 

npecrynuof )J,eHTeJibHOCTH, IlOHHMaJOTCH )J,eHe)l(Hhle cpencrsa HJIH HHOe 

peaynsrarax TaKoro posucxa H npttHHMaeT Mep1,1 no Bhurnneumo AeHe:JKHhIX 

cpe)J.CTB H HMyll.{ecTsa, OTCJie)l(HBaHHlO q.>HHaHCOBblX onepauaii a nonyxeaaro 11.HOH 

HH<pOpMaUHH HJIH AOKa.3aTeJihCTB, xoropste MoryT cnocoticreoaars ofiecne-temuo 

B03BpaTa AOXOAOB, norryuenasrx B peaynsrare npecrynuoa )J,e}ITeJibHOCTM. B 

HM)'uteCTBO, nonyseaaoe B peayrn.rare cosepureuaa npecrynneaas, estpysxa H 

npyrae BbffO)J,hl, IlOJIY"lJeHHble OT TaKHX .[{OXO)J,OB, OT HMyll.{eCTBa, s KOTOpoe 6blJl11 

npeapauieusr HJIH npeotipasoeaau AOXOAbI, nonyxeuasre B pesynsrare npecrynaoii 

)J,eHTeJibHOCTH, 11.JIH OT HMyll.{eCTBa, K KOTOpOMY 6hIJIH npuoriuieusr )J,OXO)J,bl, 

ITOJIY"lJeHHble B pesyns'rare npecrynnoa )J,e}ITeJibHOCTH. 

2. Ha ocaosaaan nonyxeunoro sanpoca o npaeosca noMOll.{H sanpamaaaeaaa 

Cropoaa npHHHMaeT Mepbl K ycranoenemno Toro, HaxO.[VITCH JIM IlOA ee 

IOpHC.[{H�HeH .[{OXOAbl, norryueansre B peaynsrare npecrynaoii )J,eHTeJihHOCTH, HJIH 

cpezicraa coaeptuenas npecrynneaua, HH<pOpMHpyeT sanpaumaaroutyio Cropony o 

1. CTopOHb[ B COOTBeTCTBHH co CBOHM 3aKOHO)J,aTeJibCTBOM OKa.3hIBalOT B3aHMH)'lO 

3anpawHBaeMa}I Cropoua npencrasnaer BhlflHCKH H3 yroJIOBHblX )J,eJI H (HJIH) HMelOll.{He 

K UHM OTHOWeHHe AOKyMeHTbl HJIH npenjaersr, xo'ropsre He06XOAHMbl AJUI. 

paccnenoaauaa u (HJIH) cynefinoro pa.3611.paTeJibCTBa, ecna ee KOMneTeHTHhte oprausr 

MoryT nony-iars HX B COOTBeTCTBYIOll.{HX cnyxaax, aa HCKJIIO'leHHeM AOKYMeHTOB H 

npeAMeTOB, conepxcaumx CBe)J,eH11}1, COCTaBJUUOll.{He rocyJJ,apCTBeHHYIO Tai-iuy. 
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cy .11.onpOH3BO.D.CTBa. 

asmecennue B paxrxax yroJIOBHOrO, a.[l,MHHHCTpaTHBHOro H rpa)K,D.aHCKOfO 

npaofiperareneji B COOTBeTCTBHH c 

3aKOHO,D.aTeJibCTBOM 3anpaWHBaeMOH Croponsr. 

nepena-m HJIH pacnopasceaaa HMH .D.O npanaraa B HX OTHOUleHllH OKOH4aTeJlhHOfO 

peurenas cyztov aanpamasaroureii HJTH sanpauraeaeaoa Croponu. 

HCilOJTHHeT scrynuauree B CHJJY asmecenuoe KOMneTeHTHblM opranox 

3anpaw11Ba10U1eH Cropouu peureaue 06 H3bHTHH H KoH¢HcKaU.HH )J.OXO)J.OB, 

nonyseansrx B pesym.rare npecrynaoii .11.ej{TeJJhHOCTH, Bb1py1.J.KH 11 .11.pyrHx BhlfO.D., 

OOJIY'ieHHblX OT TaKHx ,D.OXO,D.OB, OT HMyllleCTBa, B xoropoe 6hJJIH npeepauieuu HJIH 

npeofipasosaasr .D.OXO.D.bl, nony-reansie B pesynsrare npecrynaoii .11.ej{TeJibHOCTH, 

HJIH OT HMyll.l,eCTBa, K KOTOpOMY 6blJIH npaofiuiensi .D.OXO,D,bl, nony-ieanste B 

peaynsrare npecrynaoii .a,eHTeJlhHOCTH, a 'raxxce cpe.D.CTB coaepuienaa 

sanpoce o nposeneuaa yxaaaanux .n.eHCTBHH sanpamasaioutaa Cropoaa 

HHQ)OpMHpyeT sanpauraeaeayio Cropony 06 OCHOBaHHj{X, 003BOmIIOlllHX nonarars, 

srro TaKHe .D.OXO,D.bl HJIH cpencrsa cosepureaas npecryrrneuaa MOfYT 6hITb 

ofinapyacenu B IOpHC,llHKU,HH sanpauraeaeuoa CTOpOHbl. 

npecrynneaas. 

IloJIO)KeH"-H HaCTOHLLl,eH CTaThH pacnpocrpaaaicrca Ha peurenus O KOH<pHcKau.HH, 

.11.06pocoBeCTHblX TpeTbHX JJHU. 

HCUOJIHjfeT peureuae O 3aMopa)KHBaHHH l{JTH HaJTO)KeHHH apecra, BbIHeceHHOe 

KOMneTeHTHblM opraaov aanpauraearouieii CTOpOHbI, HJIH npHHHMaeT Mepbl B 

COOTBeTCTBHH co CBOHM 3aKOHO,D.aTeJibCTBOM B uenax npenorapaiueuna ruofisrx 

,D.eHCTBHH c TalUIMH JJ.OXO)J.aMH HJIH cpe,D.CTBaMH coaepurenas npecrynneuaa, 

3. B cnyxae ofinapyzceuaa s COOTBeTCTBHH c nyHKTOM 2 HaCTQj{UleH CTaTbH .UOXO.D.OB, 

nonyueuuux B pesynsrare npecryrmoii .11.ej{TeJTbHOCTif, HJTH cpencrs coaepureuns 

npecTynneHHjf aanpauraaaeaaa Cropoaa Ha ocaosaaaa nonyxennoro sanpoca 

4. 3anpauurnaeMaH Cropoaa B COOTBeTCTBHH co CBOHM 3aKOHO,D.aTeJTbCTBOM 

5. Ilpn pearmaauua IlOJTO)KeHHH aacroatueii CTaTbH .[l,OJI)l(Hb[ co6n10.11.aTbCH npasa 
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6. Ha ocaosaaaa sanpoca aanpauraeaioureii Cropoast sanpauraeaeaaa Cropona B 

COOTBeTCTBlUl co CBOHM 3aKOHO)J.aTeJlbCTBOM H cornacoeaausuaa u,eHTpaJibHblMH 

oprauaesa Cropon ycnoBIDLMH MO)KeT nepenars sanpaiuaearourea Cropoue )J.OXO)].bt, 

nony-ieauue B pesym.rare npecrynuoli )].eHTeJibHOCTH, 111111 cpencraa coBeprnemui. 

npecrynneans. 

CTaTLH 21 

Pacxoma 

1. 3anpaw1rnaeMa» Cropoua npHHHMaeT Ha cefia 06b1':lHbJe pacxonsi no acnonueiuuo 

aanpocoa O npaBOBOH noMOJJ.J,H, sa HCKJllO'-leHJileM cnertyioumx pacXO)].OB, xoropsie 

uecer sanpaurasaromaa Cropoaa: 

a) pacxonu, CBH3aHHbte c npoesno« Jll1U, Ha ee Teppl1TOpl110 H o6paTHO B 

COOTBeTCTBH 11 co CTaTb»MH 15 11 17 iracroamero .[(oroBopa " HX npetisreanaea 

Ha 3TOH Tepp1nopw11, a TaK)Ke 11HhLe pacxonu, CBH3aHHb1e c ofiecneueuaev 

6e3onacHOCTH, rrpezrycaorpeaasie nns 3TJilX JlHU,; 

b) pacxonsi 11 ronopapu 3KCnepTOB; 

c) pacxonu, CBH3aHHhie c rrpoesnosr, npefisrsaaaea H npacyrcrsaea 

npencranareneli KOMneTeHTHblX opraaos aanpaumsaiourea Cropoast npH 

HCilOJIHeHHH sanpoca B COOTBeTCTBHH c nyHKTOM 2 CTaThH 9 HaCTOHJJ.J,ero 

,ll.oroBopa; 

d) pacxonu no nepesosxe nepenamrsrx npe)J.MeTOB c 'repparopaa aanpaiuaeaeaoii 

CTopOHbI Ha TeppHTOp11JO aanpaumsaiouien Cropoasr " ax B03BpaJJ.J,ett1110. 

2. Ecna HCilOJ1Hett11e sanpoca O npaBOBOH IlOMOlll,H rpeoyer cyJJ.J,eCTBeHHhlX HJlJil 

'-1pe3Bbil.JaHHblX paCXO)J.OB, uempansnue opransr CTOpOH npOBO)J.RT KOHCYJihTau,111-1 

c uem.io onpeneneuas ycnOBHH, Ha KOTOphlX MO)KeT 6bITb HCnOJIHeH sarrpoc, a 

TaK)Ke nopaznca noKpbITHH pacXO)].OB. 

CTaTLH 22 

KoHcyJILTa n nn n paspemeaae cnopoa 

I. Croponu no npeanoacenaro O)].HOH H3 HHX npoeonar KOHCYJ1hTau,w11 no aonpocaa 

TOJlKOBaHMR 11 npMMeHeHHH HaCTOHJJ.J,ero )':(orosopa B u,eJIOM HJlH B OTHOllleHHM 

KOHKpeTHOfO sanpoca O npaBOBOH IlOMOJJ.J,M. 
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3aKJIIO'IHTCJlhHhle flOJIO)KCHHH 

CTaThH 23 

2. HacTOSIW,HH .IJ:orosop scrynaer B cany no 11cTe'-!ett1111 30 .n.tteif c narsr nonyxenaa no 

)].i1fiJlOMaT11Y.eCKHM xaaanaa nocnenaero yaenossneaaa CTOpOH O BbinOJIHeHHl111MH 

BHYTPlffOCyAapCTBeHHblX npouenyp, He06XO.D.11MbIX ,lJ,Jl51 ero scrynneuax B cany. 

4. Ilpexpauienae )],eHCTBl151 HaCT051UJ,ero .IJ:oroBopa He 51BJISieTCSI OCHOBaHHeM ,lJ,Jl51 

HeHcnonHeHHSI sanpocos o npasoeoa noMOUJ.H, aanpasrreaasrx .11.0 narst 

npexpaureuua .11.ei1CTBH51 ttaCTOSIUJ,ero .IJ:orosopa. 

3. HacT051UJ.11H .IJ:oroBop npexpaiuaer caoe .n.eifcTBHe no 11cTeY.ettH11 180 .n.tteif c .n.aTbt 

norry-renna no .n.11nJIOMaT11lfeCKHM xauanav O.D.HOH CTopOHOH nHCbMeHHOro 

yBe,lJ,OMJieHl151 npyroii Cropousi O ee HaMepeHHH npeicparurs ero .11.eHCTBHe. 

2. Cnopaue BOnpOCbI, B03HHKalOUJ,He npH TOJTKOBaHHH H npHMeHeHHH HaCTOSIUJ,ero 

.IJ:orosopa, paspeuraiorca nyrex AHnJTOMaTttlfeCKHX neperoaopos. 

1. no B3aHMHOMY cornaciuo Cropoa B uacrosuudi .IJ:orosop MoryT 6bITh aaeceasr 

113MeHeHHSI, KOTOpbie scrynaIOT B CHJTY B nopsnxe, ycTaHOBJTeHHOM B nyiucre 2 

aacroxuieii CTaTbH. 

B nom-aepseneune xero Hl1)Keno.n.n11caBIIJHeC51, 6y.D.Ylf11 ,lJ,OJI)KHbIM o6pa30M Ha TO 

ynonuorao-ieau CTopoHaMH, nonnacann HaCT051UJ.HH .IJ:orosop. 

18 

\,. , 



Coaepmeno B r. Mocxse 13 ,lJ;eKa6p.si: 2019 rona B ztayx axsesmnapax, KIDK.r(I,IH Ha 

HH,ZlOHe3HHCKOM, pyccKOM H aHrJUIHCKOM 513bIKax, npa 3TOM BCe TeKCTbl HMelOT 

0,ZlHHaKOBYJO CH.rry. B cnyqae pacxo)I(,ZleHHSI B TOilKOBaHHH HCilOilb3yeTCH TeKCT Ha 

aHrilHHCKOM 513bIKe. 

3 POCCHHCKYIO E�PAUJL.� 

H no IIP ABAM qEJIOBEKL 

c� 

3A PECIIYli.JIHKY HH,l(OHE3H.IO 
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REPUBLIK INDONESIA 
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TREATY 

BETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND 

THE RUSSIAN FEDERATION 

ON 
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS 

The Republic of Indonesia and the Russian Federation hereinafter referred to 

as "the Parties" 

RECOGNIZING the existing friendly relations and cooperation between the 
Parties, 

DESIRING to provide legal framework for more effective cooperation between 
the Parties in combating crime, 

INTENDING to extend to each other widest measures of cooperation in the area 

of mutual legal assistance in criminal matters, by concluding the present Treaty, 

ON the basis of respect of sovereign equality and territorial integrity, non­ 

interference with internal affairs and mutual benefit, 

HAVE AGREED as follows: 
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Article 1 

Obligation to grant legal assistance 

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other mutual 

legal assistance in criminal matters (hereinafter referred to as "legal 
assistance"). 

2. Legal assistance is provided in accordance with this Treaty if the offence, in 

connection with which the request was issued, is criminally punishable 

according to the law of both Parties. The Requested Party may upon its 

own consideration grant legal assistance also in case the offence, in 

connection with which the request was received, is not criminally punishable 
under its legislation. 

3. The purpose of this Treaty is exclusively granting legal assistance by one 

Party to the other Party. The provisions of this Treaty shall not give rise to a 

right for a natural or legal person to obtain or exclude any evidence or to 
prevent the execution of a request. 

4. This Treaty shall not grant to competent authorities of one Party the right to 

exercise in the territory of the other Party powers which fall exclusively 

within the competence of that other Party. 

5. This Treaty shall apply to requests for legal assistance, presented after the 

entry into force of this Treaty even if the corresponding act or omission took 
place before this date. 

6. Legal assistance may also be granted in connection with investigations, 

prosecutions or proceedings relating to criminal offences concerning 
taxation/fiscal and customs. 
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Article 2 

Scope of application 

1. Legal assistance shall include: 

a. service of procedural documents; 

b. taking evidence; 

c. location and identification of persons and objects; 

d. request for voluntary appearance of witnesses, victims and experts 

before the competent authority of the Requesting Party; 

e. temporary transfer of persons in custody or serving sentences of 

imprisonment to participate in criminal proceedings in the territory of the 

Requesting Party as witnesses and victims or for the purpose of other 

criminal proceedings indicated in the request; 

f. taking measures on freezing, restrain, seizure/forfeiture, and confiscation 

of proceeds of crime and the instruments of crime; 

g. transfer of documents, objects and other evidence; 

h. granting permission to the representatives of the competent authorities of 

the Requesting Party to be present at the execution of the request; 

i. search and seizure; 

j. providing information, documents and objects; 

k. any other forms of legal assistance consistent with the objectives of this 

Treaty and not inconsistent with the law of the Requested Party. 

2. This Treaty shall not apply to: 

a. the arrest or detention of any person with a view to the extradition of that 

person; 

b. the transfer of persons in custody to serve sentences; and 

c. the transfer of proceedings in criminal matters. 
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Article 3 

Central and Competent Authorities 

1. In order to provide for the appropriate cooperation of the Parties in the 

framework of this Treaty, Central Authorities for the Parties shall be 
appointed. 

For the Republic of Indonesia the Central Authority shall be: 

The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 

For the Russian Federation the Central Authorities shall be: 

The Ministry of Justice of the Russian Federation for purposes connected 

with the proceedings of the courts of the Russian Federation; 

The General Prosecutor's Office for all other purposes of granting legal 

assistance. 

2. The competent authorities are the authorities duly authorized by each Party 

requested. 

3. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels in 

case of any change of their Central Authorities and their competences. 

5. The central authorities of the Parties shall execute the request for legal 

assistance directly or transmit it to the competent authority for execution. 

4. The Central Authorities of the Parties shall directly transmit and receive all 

requests for legal assistance provided for in this Treaty and responses to 

them. 

If a central authority transmits the request for execution to a competent 

authority, it shall ensure prompt and appropriate execution of this request by the 

competent authority. 



2. The Requested Party shall immediately receive the request for the 

execution upon its delivering by telex, facsimile, electronic mail or other 
such type of communication and the original of the request shall be 

submitted promptly thereafter by the Requesting Party. The Requested 

Party shall inform the Requesting Party of the results of the execution of the 

request only with the condition that it receives the original of the request. 

1. A request for legal assistance shall be made in writing. 

Article 4 

Form and contents of the request 

3. Request for legal assistance shall contain: 

a. the name of the competent authority requesting legal assistance; 

b. the purpose of the request and description of the requested legal 
assistance; 

c. a description of the offence in connection with which the inquiry, the 
investigation or the proceedings are conducted, legal qualification, the 

text of the relevant law in terms of which the offence is criminally 

punishable, and also if possible the nature and extent of the loss or 
damage caused as a result of this offence; 

d. reasons for use and a description of any particular procedures that the 

Requesting Party wishes to be followed in execution of the request; 
e. identity of the persons who are the subjects of the inquiry, the 

investigation or the proceedings; 

f. any time limit within which compliance with the request is desired by the 
Requesting Party; 

g. identity, including full names, family names (middle names) and 

addresses and also if possible telephone numbers, of the persons who 

are to be notified and their connection to the investigation or proceedings 
in progress; 

h. indication of the location and description of the place, where inspection 

and search is required, and of the objects to be seized; 
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i. questions to be asked in order to gather evidence in the Requested 
Party; 

j. in case of an indication that the presence of representatives of the 

competent authorities of the Requesting Party is desired, their full names 

and official designations as well as grounds for their presence; 
k. the need, if any, for confidentiality of the fact that the request was 

received of its contents and/or of any action undertaken in connection 
with the request; 

I. any other information that might be useful to the Requested Party in 
order to execute the request. 

4. If the Requested Party considers that the information contained in the 

request is insufficient for its execution, that Party may request additional 
information. 

Article 5 

Languages 

Request for legal assistance, its supporting documents and additional 

information forwarded in accordance with this Treaty shall be accompanied by 

translation into the language of the Requested Party, or, subject to preliminary 

agreement of the Central Authorities of the Parties, into English. The same 

procedure shall be applied to the documents and information forwarded in 
response to such request. 

Article 6 

Refusal or postponement of requests 

1. Legal assistance shall be refused if: 

a. the execution of the request would impair the sovereignty, security, public 
order or other essential interests of the Requested Party; 

b. the execution of the request is contrary to the law of the Requested Party 

or does not comply with the provisions of this Treaty; 
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c. the request relates to the offence for which the person accused of 

criminal offence in the Requesting Party was convicted or acquitted in the 

Requested Party in connection with the same offence, or for which the 
limitation period elapsed; 

d. the request relates to a crime under military law that is not a crime under 
general criminal law; 

e. the Requested Party has substantial reasons to believe that the request 

was submitted in order to prosecute the person on grounds of race, 

gender, faith, citizenship, ethnic origin or political convictions, or the 

position of that person may be prejudiced because of any of these 

causes. 

2. Bank secrecy or confidentiality of taxation may not be invoked as the 

absolute ground for refusal to grant legal assistance. 

3. Legal assistance may be postponed or refused by the Requested Party if 

execution of the request would damage or impede an ongoing investigation 
or proceedings in the territory of the Requested Party. 

4. Before making a decision to postpone or refuse the execution of the request 

the Requested Party shall consider whether legal assistance may be 

granted subject to such conditions, as it deems necessary. If the 

Requesting Party accepts legal assistance subject to these conditions, it is 

obliged to comply with them. 

5. If the Requested Party decides to postpone execution of, or refuse to grant 

a request, it shall promptly inform the Requesting Party via its Central 

Authority and give reasons for that decision. 

7 

� 
I -� 

i 
.. 

! 
.. 

[ 

; 

' 

' 

i 

! 

! 
I 

! 

' - 
' 

: ;\ 



� ! 
- ' 

= I i 

: j 
I 

l 
� i 

Article 7 
Validity of the Documents 

1. Documents transmitted pursuant to this Treaty and attested to by the seal of 

competent or Central Authority of the transmitting Party are admissible in 

evidence without further authorization or any other form of certification. 

2. At the request of the Requesting Party, the documents transmitted within 

the framework of this Treaty, may be certified in any other form, as 

indicated in the request provided that is not contrary to the legislation of the 

Requested Party. 

3. For the purposes of this Treaty the documents which are recognised as 

official in the territory of one Party shall be recognised as such in the 

territory of the other Party. 

Article 8 
Confidentiality and the limitations of use of information 
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1. The Requested Party upon request of the Central Authority of the � 

Requesting Party shall provide in accordance with its legislation for the 

confidentiality of the fact of the receipt of the request for legal assistance, of 

its contents or any action taken pursuant to the request, excluding the 

cases when the breach of confidentiality of the request is necessary for its 

execution. 

If the execution of the request makes it necessary to remove this limitation, 

the Requested Party shall in writing seek the permission of the Requesting 

Party, without which the request will not be executed. 

.� l 
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2. The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained 

under this Treaty without the prior permission of the Requested Party for 

purposes other than those indicated in the request for legal assistance. 
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request, it shall seek the consent of the Requested Party, which may either 

part the information or evidence for purposes other than those stated in the 
3. In cases where the Requesting Party needs to disclose and use fully or in 

agree or refuse, fully or partially, such permission, as the case may be. 

Article 9 

Execution of requests for legal assistance 

1. Requests for legal assistance shall be executed in accordance with the laws 

of the Requested Party and the provision of this Treaty. 

At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall grant 

legal assistance in form and in accordance with any special procedure 

indicated in the request, insofar as it is not inconsistent with the laws of the 

Requested Party. 

2. If the Requesting Party seeks the presence of the representatives of its 

competent authorities during the execution of a request, the Requested 
Party will inform the Requesting Party about its decision. In case of a 

positive decision, the Requesting Party will be informed beforehand of the 

time and the place of the execution of the request. 

3. The Central Authority of the Requested Party will timely transmit the 

information and the evidence received consequent to the request to the 

Central Authority of the Requesting Party. 

4. If it is not possible to execute the request in full or in part, the Central 

Authority of the Requested Party will immediately inform the Central 

Authority of the Requesting Party of such inability and also the reasons 

therefore. 
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Article 10 

Service of Documents 

1. In accordance with the request for legal assistance, the Central Authority of 

the Requested Party shall immediately serve or arrange the service of any 

procedural documents. 

[: 
2. The Requesting Party shall transmit a request for the service for the i 

document pertaining to a response or appearance in the territory of the 

Requesting Party within a reasonable time, before the scheduled response 

or appearance. 

3. Execution of such request shall be confirmed by the document of service 
: : 

indicating the date and signature of the addressee or the statement of the 

competent authority of the Requested Party, confirming the fact, date and 

means of service. The Requesting Party shall be promptly informed of the : i.. 
. ' 

service of documents. 

Article 11 

Taking of evidence in the Requested Party 

1. In compliance with its laws, the Requested Party shall in its territory take 

testimony of witnesses, victims and experts or produce documents, items 

and evidence indicated in the request and transmit it to the Requesting 

Party. 

. ' 
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3. 

The representatives of the competent authorities of the Requesting Party 

that are present at the execution of the request shall be allowed to 

formulate questions that may be put to the corresponding person through 

the representative of the competent authority of the Requested Party. 

The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the 

Requested Party in relation to any documents and objects which may be 

delivered to it, including conditions for the protection of third party interests 

in any such documents and objects. 
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4. Upon a request by the Requested Party, the Requesting Party shall, as 

soon as possible, return the originals of documents and items delivered to it 

in accordance with Paragraph 1 of this Article. 

Article 12 

Provision of information, documents and objects 

1. The Requested Party shall provide the Requesting Party with copies of 

documents and information of Governmental authorities, which under its 

laws are publicly available. 

2. The Requested Party may, subject to its laws, provide the Requesting Party 

with any information, documents and objects in possession of a government 

department or agency but not publicly available, to the same extent and 

under the same conditions as they would be available to its own law 

enforcement and judicial authorities. 

Article 13 
Search and Seizure 

1. The Requested Party shall, insofar as its law permits, carry out requests for 

search, seizure and delivery of any material to the Requesting Party which 

is relevant to an investigation or other proceedings in relation to the pending 

criminal matter in the Requesting Party, provided that the request includes 

information enough to justify such action under the laws of the Requested 

Party. 

2. The Requested Party shall provide such information as may be required by 

the Requesting Party concerning the result of any search, the place of 
seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the 

material seized. 
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3. The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the 

Requested Party in relation to any seized material which is delivered to the 
Requesting Party. 

: l 

. d 
11 j 

l 
. l 

� j 
' I 

- ! . ! 
i 
i 

- i 
1 
I 
! 

- ! 

• I ; 

I, 

The competent authorities of the Requested Party shall use its best efforts as 

provided for by its law to ascertain the location and identity of persons and 

objects specified in the request. 

Article 15 

Request for appearance of witnesses, victims and experts 

in the territory of the Requesting Party 

1. If the Requesting Party submits a request for personal appearance to 

produce evidence, carry out expert examination or for other procedural 
measures in its territory, the Requested Party shall inform the person 

concerned of the request of the Requesting Party to appear before its 

competent authorities. 

2. The request for the person to appear shall contain information on the 

conditions and requirements to cover cost and the expenses related to the 

appearance of the summoned person, as well as the list of guarantees 

which will be provided to the person under Article 16 of this Treaty. 

3. The request for the person to appear shall not contain any threat to use 

coercive measures or penalty in case of a failure of the person to appear in 

the territory of the Requesting Party. 

4. The summoned person will take the decision to appear voluntarily. The 

Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central 

Authority of the Requesting Party of the person's response. 
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Article 14 
Location and identification of persons and objects 
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Article 16 
Safe conduct 

A person present before the competent authority in the Requesting Party 

notwithstanding its citizenship shall not be subjected to criminal prosecution 

or administrative responsibility, detained or subjected to any other 

restriction of personal liberty or punishment in the territory of this Party for 

any acts which preceded that person's entry into the territory of the 

Requesting Party. 

The summoned person shall lose his/her right to inviolability provided for in 

the Paragraph 1 of this Article if a person, being free to leave the territory of 

the Requesting Party, has not left it within a period of 15 days after being 

notified in writing that the person's attendance is no longer required by the 

relevant competent authority or, having left that territory, has voluntarily 

returned. 
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3. The summoned person shall not be forced to present evidence on any other 

case than that indicated in the request. 

Article 17 

Temporary transferring persons in custody 
(including those serving punishment in the form of imprisonment) 

1. A person in custody (including a person serving a sentence in the form of 

imprisonment) notwithstanding citizenship, with the consent of the Central 

Authority of the Requested Party may be temporarily transferred to the 

Requesting Party to give evidence as a witness or a victim or to assist in 

other proceedings indicated in the request provided that the person is 

returned to the Requested Party within the time limit imposed by it. 
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2. Initial term for which the person may be transmitted shall not exceed 

90 days. Upon the request of the Central Authority of the Requesting Party, 

based on substantial grounds, the term of stay of the transferred person 

may be extended by the Central Authority of the Requested Party. 

3. The order and the conditions of transfer and return of the person shall be 

coordinated by the Central Authorities of the Parties. 
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4. The transfer of the person shall be refused: ·; 

a. if the person in custody (including the person serving a sentence in the . r, 

form of imprisonment) does not give consent in writing to this; 
� 

b. if participation of this person in the criminal proceedings in the territory of 

:� _ Ii the Requested Party is necessary; 
,;.,. 

c. if the transfer extends the period of custody (service of sentence in the : I 
form of imprisonment) of the person. ; -1; 

' .. ''" 5. The Requesting Party shall hold the transmitted person in custody insofar 

as the decision of the competent authority of the Requesting Party to hold 
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that person in custody is in force. In case of release of the person in 

custody upon the decision of the Requested Party, the Requesting Party 

shall use the provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Treaty in relation to 

that person. 

6. The period of transfer of the person outside the territory of the Requested 

Party is regarded as part of being in custody (including service of sentence 

in the form of imprisonment). 

7. If the person in custody (the person serving the sentence in the form of 

imprisonment included) does not consent to appear before the Requesting 

Party that person by reason thereof shall not be liable to any measure of 

compulsion or penalty. 
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Article 18 
Protection of the person appearing upon request 

or transferred to the territory of the Requesting Party 

If necessary, the Requesting Party shall provide for the protection of the person 

appearing upon request or transferred to its territory in accordance with Articles 

15 and 17 of this Treaty. 

Article 19 

Special cases of granting legal assistance 

The Requested Party shall submit upon request extracts from the criminal case­ 

files and/or documents and items related to them that are necessary for the 

investigation and/or judicial proceedings if its competent authorities can receive 

them in similar cases, except documents or items containing secret of the State. 

Article 20 
Performance of measures on freezing, seizure/forfeiture, restrain 

and confiscation of proceeds of crime and the instruments of crime 

. � 
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' 1. The Parties, in accordance with their laws, shall assist each other in tracing, •. 

freezing, seizing/forfeiting, restraining and confiscating proceeds and •· 
• 

instruments of crime. ,- . 

For the purposes of this Treaty, "proceeds of crime" mean property •. 

including monetary funds or other property derived from, directly or 

indirectly, as result of crime, income and other benefits received from these 

proceeds, or property into which the proceeds were converted or 

transformed, or property to which the proceeds were adjoined. 

2. The Requested Party shall, upon request, endeavour to ascertain whether 

any proceeds of crime or instruments of crime are located within its 

jurisdiction, notify the Requesting Party of the results of its inquiries, and 

take measures for revealing the monetary funds and property, tracking 

financial operations and receiving any other information or evidence which 
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can facilitate securing of return of the proceeds of crime. In making the 

request, the Requesting Party shall notify the Requested Party of the basis 

of its belief that such proceeds or instruments may be located in its 
jurisdiction. 

3. Where, pursuant to paragraph 2 of this Article, suspected proceeds or 

instruments of crime are found, the Requested Party shall upon request 

give effect to a restraining or freezing order made by a competent authority 

of the Requesting Party or take such measures as are permitted by its law 

to prevent any dealing in, transfer or disposal of those suspected proceeds 
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or instruments of crime, pending a final determination in respect of those 

proceeds or instruments by a court of the Requesting Party or the 1,:1 

Requested Party. 

4. The Requested Party shall, to the extent permitted by its law, give effect to 

a final order made by a competent authority of the Requesting Party on 

seizure/forfeiture or confiscation of the proceeds of crime, monetary funds 

or other property received as a result of crime, income and other benefits 

received from these proceeds, or property into which the proceeds of crime 

were converted or transformed, or property to which the proceeds of crime 

were adjoined, or of the instruments of crime. 

The provisions of this Article also apply to decisions on confiscation 

rendered within criminal, administrative and civil proceedings. 

: 

5. In the application of this Article, the rights of bona fide third parties shall be 
respected under the law of the Requested Party. 

: 
6. At the request of the Requesting Party, the Requested Party may, to the 

extent permitted by its laws and under any terms and conditions agreed to •. _ 

by the Central authorities of the Parties, transfer the proceeds or 

instruments of crime to the Requesting Party. 
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Article 21 

Expenses 

1. The Requested Party shall meet the regular costs of executing the requests 

for legal assistance, except that the Requesting Party shall bear: 

a. the expenses associated with the travel of persons to and from its 

territory in accordance with Article 15 and 17 of this Treaty and their 

presence in that territory, as well as other expenses including those 

incurred in relations to the protection of those persons and payments due 

to those persons; 

b. the expenses and fees of experts; 

c. the expenses associated with the travel and presence of the 

representatives of the competent authorities of the Requesting Party at 

the execution of the request in accordance with Article 9 Paragraph 2 of 

this Treaty; 

d. the expenses associated with the transition of transmitted objects from 

the territory of the Requested Party to the territory of the Requesting 

Party and back. 

2. If execution of the request requires expenses of substantial or extraordinary 

nature, the Central Authorities of the Parties shall consult to determine the 

terms and conditions under which the requested assistance can be 

provided, as well as the order of expenses regulation. 

Article 22 

Consultations and resolutions of disputes 
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� : 1. The Parties at the request of either of them shall consult on interpretation or 
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application of this Treaty, either generally or in relation to a particular 

request. 

2. Disputed issues resulting from interpretation or application of this Treaty 

shall be resolved through diplomatic negotiations. 
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Article 23 
Final provisions 

1. Upon the mutual agreement of the Parties, this Treaty may be amended, 

and such amendments shall enter into force in accordance with the 

procedure provided for in Paragraph 2 of this Article. 

2. This Treaty shall enter into force 30 days after the last date of which the 

Parties have notified each other through diplomatic channels that their 

respective domestic legal requirements for the entry into force of this Treaty 

have been complied with. 

3. The present Treaty shall terminate 180 days after the date either of the 

Parties has received through diplomatic channels a written notification by 

the other Party of its intention to terminate it. 

4. Termination of this Treaty shall not be the ground for non-execution of any 

request for legal assistance received prior to the date of termination of this 

Treaty. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by 

their Respective States, have signed this Treaty. 

DONE in duplicate at Moscow on the 131h day of, December 2019 in 

Indonesian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. 

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

FOR ,�-, 
THE REPUBLlf OF INDO(��� 

�,-/ 
Ml TER OF LAW AND HUMAN � 

RIGHTS 




